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KATA SAMBUTAN

Sambutan Pertama,

Assalammualaikum Wr. Wh.
Bismillahirrohmanirrohiim

Jika Anda belum mempelajari tentang peran bisnis dalam
memelihara lingkungan, maka buku ini adalah salah satu pilihan untuk
dibaca. Tidak hanya dibahas dari pendekatan teori, buku ini juga bisa
menjadi panduan praktis bagaimana menjalankan bisnis yang pro
dengan sustainabilitas lingkungan. Menariknya, buku ini mencakup
semua topik yang relevan dan saling berhubungan, menjadikannya
buku yang wajib dibaca tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran
dalam situasi perkembangan bisnis yang tanpa disadari telah
menumpuk masalah degradasi lingkungan.

Ketika saya diminta untuk menulis beberapa kata yang
mencerminkan pemikiran saya tentang buku ini yang dikirimkan
kepada saya, saya langsung merasakan semangat buku ini, bahkan
hanya melihat daftar isi. Cakupan konten dan masalah yang dipilih dan
sub-topik mencerminkan dengan baik intensitas pengetahuan dan
paparan, serta intuisi penulis. Saya yakin buku ini akan berguna dan
memberikan pengetahuan yang riil tentang pengetahuan teori
environmental disclosure dan penggalian elemen-elemen penting
pendukung implementasinya secara praktis.

Menyelesaikan buku ini pasti bukan sebuah tugas yang mudah,
kecuali penulisnya memang sangat menguasai dan memiliki teknik

artikulasi yang tepat dalam menjelaskan konsep-konsep. Akhirnya,



saya sangat senang dan bangga memberikan pengantar buku ini kepada
para pembaca dan berharap pembaca akan mendapatkan informasi dan
pengetahuan yang bermanfaat. Insya Allah buku ini akan memberikan
manfaat pada pihak-pihak praktisi  bisnis, khususnya untuk
meningkatkan frekuensi pada kepedulian lingkungan pada lingkup yang
lebih luas. Semoga buku ini dapat mencapai sasarannya untuk

implementasi akuntansi manajemen lingkungan di Indonesia.

Wassalammualaikum, Wr. Wb.

Prof. Olivia Fachrunnisa, Ph.D
Guru Besar Fakultas Ekonomi
UNISSULA



Sambutan Kedua,

Assalammualaikum Wr. Wb.

All praise is due to Allah Almighty, the Lord of the World, and may the
Salawat and Salam be upon His beloved Final Messenger Prophet
Muhammad ().

Global climate changes have increased public awareness of the
role of businesses in preserving the environment. Corporations have
been blamed for causing environmental and ecological damage from
their operations and activities. As such, corporations are expected to
exhibit a more responsible way of doing business. Thus, corporate
environmental disclosure has emerged to be a significant issue for both
the academic literature and businesses.

Alhamdulillah, this book entitled "Environmental Disclosure:
Teori dan Riset" has been written to sheds some light on environmental
disclosure issues supported by recent research findings that can
corroborate and contribute to the existing knowledge domain. This
book is very important as it can be used by academicians as a starting
point to do more extensive knowledge exploration and by business
practitioners for practical implementation. InsyaAllah, this book can
also enrich our understanding of the role of Environmental
Management Accounting to decrease the effect of environmental
degradation.

Wassalammualaikum, Wr. Wb.

Malaysia, November 30" 2022
Prof Dato’ Dr. Norman Mohd Saleh



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wh.

Environmental disclosure saat ini telah menjadi isu krusial di
tengah tuntutan berbagai pihak karena degradasi lingkungan yang
diakibatkan oleh perkembangan industri yang begitu pesat.
Environmental disclosure menyediakan pendekatan menarik untuk
menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengeluaran biaya
lingkungan dan perolehan profit oleh perusahaan. Aspek ini menjadi
penting untuk mendapatkan perhatian untuk memberikan tanggung
jawab bisnis yang bukan hanya terfokus pada tingkat keuntungan tetapi
juga dampak sosial dan lingkungan,

Oleh karena itu, Alkhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur
kepada Allah SWT penulis telah menerbitkan buku yang berjudul
“ENVIRONMENTAL DISCLOSURE: TEORI DAN RISET”. Buku
ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk dunia akademisi
dan praktis sebagai referensi untuk pengetahuan environmental
disclosure yang didukung dengan berbagai riset penelitian. Semoga
buku ini dapat semakin menumbuhkan kesadaran setiap insan untuk
lebih kritis pada perbaikan degradasi lingkungan terutama dari sisi
bisnis dan akademis.

Tidak ada gading yang tidak retak, mungkin buku ini masih
terdapat berbagai kekurangan dan untuk mengisi celah tersebut, penulis
dengan kerendahan hati mengharapkan masukan dari berbagai pihak.
Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufig, dan hidayah-Nya
kepada kita semua.



Wassalammualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2022

Penulis,

Dr. Luluk Muhimatul Ifada, S.E.,
M.Si., Akt., CSRS., CSRA.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Fenomena dan Kesadaran pada Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup merupakan dampak negatif yang dihasilkan
dari segala aktivitas manusia. Di Indonesia sendiri meningkatnya
jumlah penduduk dan jumlah industri menyebabkan berbagai isu
lingkungan seperti pencemaran air, menurunnya kualitas tanah, dan
semakin tingginya angka penutupan lahan hutan. Berdasarkan data dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
(2020) dari tahun 2013-2019 jumlah sampah dan limbah B3 terus
mengalami peningkatan akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan
jumlah industri. Timbunan sampah plastik meningkat dari 6,7 juta ton
pada tahun 2013 menjadi 7,4 juta ton di tahun 2019. Lalu, untuk
sampah laut terpantau 5 kawasan pantai yang menghasilkan sampah
plastik terbanyak di antaranya Padang, Makassar, Manado, Bitung, dan
Ambon. Bahkan penyebaran Covid-19 lalu telah menyisakan isu serius
terkait lingkungan berupa peningkatan jumlah limbah medis sebesar
30% dari 296 ton per hari menjadi 382 ton per hari (Pusat Kajian
Anggaran DPR RI, 2022). Apabila dibiarkan, hal ini akan mengancam
kelangsungan hidup manusia sehingga kesadaran untuk turut serta
dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup perlu dilakukan oleh
banyak pihak.

Beberapa dekade lalu praktisi industri, pembuat kebijakan
lingkungan, akademisi, dan pengusaha tidak terlalu menaruh perhatian
pada masalah lingkungan karena mereka percaya bahwa aktivitas bisnis

tidak akan terlalu memberikan dampak pada lingkungan. Namun, hari



ini penurunan atau degradasi lingkungan telah menjadi masalah serius
pada tingkat global. Di seluruh dunia, tren bisnis telah berubah dengan
begitu cepat. Tren tersebut bukan hanya berorientasi pada peningkatan
profit dan keunggulan kompetitif namun juga perlu bertanggung jawab
atas dampak lingkungan yang ditimbulkan (Kraus et al., 2020).
Tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah menjadi hal utama
karena tekanan dari stakeholder perusahaan untuk memberikan
transparansi kinerja sosial dan lingkungan di luar kinerja ekonominya.
Stakeholder merupakan orang atau kelompok yang memiliki dan
menuntut kepemilikan, hak atau kepentingan dari sebuah perusahaan
dan aktivitasnya, di masa lalu, sekarang atau di masa depan.
Berdasarkan pendekatan definisi stakeholder yang diperluas maka
perusahaan tidak boleh membatasi fokusnya hanya pada kepentingan
ekonomi dan memaksimalkan kekayaan pemilik. Sebaliknya,
perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan semua pemangku
kepentingan yang terpengaruh oleh perusahaan melalui dimensi sosial,
lingkungan, dan ekonomi (Ismail et al., 2018). Ini berarti, perusahaan
diharapkan dapat menunjukkan cara bisnis yang lebih bertanggung
jawab.

Diskusi di atas telah membawa kita pada sebuah kesimpulan
bahwa isu lingkungan merupakan masalah serius yang perlu
mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk perusahaan.
Mitigasi terhadap degradasi lingkungan yang efektif melibatkan tiga
pemangku kepentingan yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Transparansi  kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan
perusahaan menjadi aspek penting yang harus dilakukan untuk
membantu masalah lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis



industri sekaligus untuk merespon tuntutan masyarakat yang semakin

sadar dan peduli terhadap masalah degradasi lingkungan.

1.2 Urgensi Environmental Disclosure Perusahaan

Perusahaan telah mendapatkan banyak tekanan dari berbagai
pihak seperti pemerintah, investor, pemerhati lingkungan, dan
masyarakat untuk memberikan tanggung jawab yang lebih pada
lingkungan. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya tingkat
kesadaran akan pentingnya isu-isu lingkungan dan keberlanjutan
selama beberapa dekade terakhir. Sebab itu, terdapat salah satu hal
yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi tekanan
tersebut dan mencapai keberlanjutan yaitu melalui pengungkapan
lingkungan atau selanjutnya akan kita sebut sebagai environmental
disclosure.

Beberapa peneliti telah  mendeskripsikan  environmental
disclosure sebagai pengungkapan informasi perusahaan terkait dampak
lingkungan dan aktivitas operasionalnya (Rahmatika, 2021); sebagai
alat untuk memberikan informasi keuangan dan non-keuangan tentang
interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya dan
disajikan dalam laporan keuangan tahunan (Mutmainah & Indrasari,
2017); atau sebagai tindakan  mengidentifikasi, mengukur,
mengalokasikan, dan/atau mengintegrasikan biaya yang terkait dengan
emisi rumah kaca/karbon dan masalah lingkungan lainnya dalam
laporan keuangan perusahaan (Jeroh, 2020). Dengan melihat berbagai
pendapat tersebut maka environmental disclosure dapat disimpulkan
sebagai pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan dalam

laporan tahunan perusahaan yang menjelaskan mengenai interaksi



antara aktivitas bisnis perusahaan dengan lingkungan fisik dan
sosialnya termasuk tanggung jawab pada dampak bisnis yang
ditimbulkan.

Pelaporan lingkungan perusahaan bertujuan untuk menyediakan
informasi  yang sebenar-benarnya dan berguna dari sebuah
organisasi/perusahaan yang beroperasi dalam sebuah lingkungan
kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut tergabung dalam
sebuah laporan tahunan perusahaan yang terintegrasi namun masih
bersifat sukarela dan bergantung pada kemauan masing-masing
perusahaan. Hal ini memunculkan permasalahan baru karena pada
akhirnya pelaporan yang tersedia memiliki informasi yang tidak
berkualitas dan cenderung hanya menonjolkan informasi positif tentang
perusahaan. Environmental disclosure harusnya memuat berbagai
informasi penting terkait keputusan apa, bagaimana, kapan, dan sejauh
mana pengungkapan masalah lingkungan telah ditangani oleh
perusahaan. Bahkan isu yang paling krusial dan sangat darurat adalah
tidak tersedianya standar khusus yang menetapkan tata cara pelaporan
pengungkapan masalah lingkungan yang benar (Odoemelam & Okafor,
2018), termasuk di Indonesia (Mutmainah & Indrasari, 2017). Padahal
laporan tersebut digunakan oleh stakeholder untuk menilai kelayakan
dan sustainability sebuah perusahaan. Intinya adalah seharusnya
stakeholder diberikan informasi yang sah dan benar bukan berdasar
pada laporan yang bersifat sukarela. Sebab itu, aspek lain seperti tata
kelola dan aspek lainnya perlu diungkap untuk mengawal implementasi

environmental disclosure sebuah perusahaan.



1.3 Urgensi Kinerja Lingkungan Perusahaan

Pengelolaan lingkungan telah menjadi bahasan penting dalam
perusahaan. Tidak dapat dipungkiri dari seluruh rangkaian aktivitas
produksi dan bisnis, perusahaan akan menyisakan limbah yang
berkontribusi dalam kerusakan lingkungan. Karenanya, pelaku bisnis
seharusnya bukan hanya berorientasi dalam memaksimalkan laba
namun juga harus bertanggung jawab pada dampak yang ditimbulkan
melalui kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan manifestasi
dari hasil komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab pada dampak
lingkungan. Beberapa peneliti mendeskripsikan kinerja lingkungan
sebagai salah satu bagian dari Kkinerja perusahaan lainnya untuk
menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan (Pelu et al., 2022);
termasuk menciptakan lingkungan yang baik (Maulana et al., 2021);
dan melestarikan lingkungan dan mengatasi dampak negatif lingkungan
sebagai akibat dari aktivitas bisnis perusahaan (Angelina & Nursasi,
2021). Melalui berbagai pendapat tersebut, maka kinerja lingkungan
dapat diartikan sebagai salah satu kinerja perusahaan yang dicerminkan
melalui tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan
menanggulangi dampak negatif aktivitas bisnis sehingga lingkungan
yang baik dapat diciptakan.

Di Indonesia sendiri kinerja lingkungan selalu diukur melalui
salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLKH) dengan nama Public Disclosure Program for
Environmental Compliance atau lebih dikenal dengan istilah PROPER.
Program ini adalah program penilaian dan pemeringkatan kemampuan
perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup melalui 5 (lima) jenis
warna peringkat yaitu peringkat emas, peringkat hijau, peringkat biru,



peringkat merah, dan peringkat hitam. Peringkat emas merupakan
peringkat tertinggi sedangkan peringkat hitam menjadi peringkat
terendah dalam pengelolaan lingkungan. Perusahaan yang mendapatkan
peringkat tertinggi melalui PROPER akan mencerminkan tingkat
kepedulian terhadap lingkungan dan pengungkapan lingkungan yang
tinggi pula. Semakin sedikit kerusakan lingkungan yang ditimbulkan
oleh aktivitas bisnis perusahaan maka kinerja lingkungan yang
dihasilkan juga semakin baik. Selain berkomitmen pada kelestarian
lingkungan, kinerja lingkungan yang baik akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan membangun hubungan yang harmonis
dengan stakeholder dan calon investor. Pada akhirnya, hal tersebut
akan menciptakan nilai perusahaan untuk mencapai keberlanjutan ke

depannya.

1.4 Teori-Teori yang Mendorong Tanggung Jawab terhadap
Lingkungan
Menurut Odoemelam & Okafor (2018) terdapat sekelompok teori
yang menjelaskan alasan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan
dan sejauh mana perusahaan meningkatkan pengungkapan dampak
serta kinerja lingkungan. Sekelompok teori tersebut terdiri dari teori
legitimasi, teori stakeholder, teori agensi, dan teori natural resource-

based view.

1.4.1  Teori Legitimasi
Legitimasi mengacu pada sebuah pengakuan dan penerimaan
keberadaan perusahaan oleh masyarakat (Ifada et al., 2021). Asumsi
utama dari teori legitimasi berhubungan dengan sebuah kontrak



sosial organisasi. Legitimasi merujuk pada persepsi atau asumsi
umum bahwa tindakan suatu perusahan telah diinginkan, pantas,
atau sesuai dengan sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang
dibangun secara sosial.

Teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan aktivitas sosial
dan pengungkapan lingkungan perusahaan untuk memenuhi kontrak
sosial mereka. Selain itu, teori ini mendorong kesadaran bahwa
aktivitas bisnis apapun akan menimbulkan dampak pada lingkungan
sosial sehingga praktik kinerja dan pengungkapan lingkungan
digunakan sebagai alat manajerial untuk menghindari konflik sosial
dengan masyarakat. Hal ini karena dengan adanya legitimasi,
perusahaan dapat menjamin keberlangsungan bisnis dan
membangun  hubungan harmonis dengan para pemangku

kepentingan.

1.4.2  Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan orang atau kelompok yang memiliki
dan menuntut kepemilikan, hak atau kepentingan dari sebuah
perusahaan dan aktivitasnya, di masa lalu, sekarang atau di masa
depan. Pada dasarnya keberadaan stakeholder juga dianggap dapat
membuka sumber-sumber ekonomi yang dapat digunakan dalam
aktivitas perusahaan. Karenanya dalam teori stakeholder, sebuah
perusahaan harus melibatkan dan mempertimbangkan kebutuhan
stakeholder dalam melaksanakan manajemennya. Mutmainah &
Indrasari (2017) menjelaskan bahwa teori ini memperhitungkan
banyak pihak sebagai stakeholder seperti pemerintah, lembaga

politik, asosiasi perdagangan, masyarakat, pekerja prospektif,



pelanggan prospektif dan publik secara umum bahkan terkadang
pesaing pun dapat terhitung sebagai stakeholder.

Teori stakeholder berasumsi bahwa sebuah perusahaan harus
mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan stakeholders-nya untuk
mendapatkan dukungan secara berkelanjutan yang nantinya akan
berdampak pada pertumbuhan pasar. Teori tersebut digunakan untuk
menjelaskan  bagaimana perusahaan mengelola  pemangku
kepentingan dan konflik kepentingan stakeholder melalui kinerja
dan pengungkapan lingkungan perusahaan. Kinerja dan
pengungkapan lingkungan dianggap sebagai sarana komunikasi
antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk menanggapi
kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda. Hal ini dianggap
sebagai strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan
stakeholders dan membangun hubungan harmonis dalam jangka

panjang.

1.4.3  Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan
atau disebut dengan pihak principal dengan agen atau manajer yang
ditugaskan untuk menjalankan perusahaan. Pada hakikatnya seorang
principal berhak untuk mendapatkan segala informasi mengenai
perusahaannya. Sedangkan pihak agen bertugas untuk menjalankan
semua kegiatan perusahaan atas nama principal dan memberikan
informasi yang dibutuhkan kepada principal.

Pada kasus kerusakan lingkungan, perusahaan bertindak
sebagai agen dan stakeholder bertindak sebagai principal dalam teori

ini. Karenanya, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan



informasi berupa laporan tahunan yang “sah” dan benar kepada
stakeholder melalui pengungkapan dan kinerja lingkungan. Hal ini
dimaksudkan untuk menghindari konflik dengan pemangku
kepentingan yang dapat memberikan dampak negatif pada
keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang.

1.4.4  Teori Berbasis Sumber Daya Alam

Teori berbasis sumber daya alam adalah teori yang
berhipotesis bahwa perusahaan dapat memperoleh keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan jika menjawab masalah tentang
lingkungan alam (S. Hart, 1995). Di masa lalu, kelalaian terkait
kerusakan lingkungan dapat dimengerti, sedangkan sekarang jelas
bahwa lingkungan alam membantu dalam mencapai keunggulan
kompetitif. Teori berbasis sumber daya alam menunjukkan bahwa
perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi lingkungan seperti
pengurangan polusi, penata-gunaan produk, dan pembangunan
berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan kompetitif (Hart &
Dowell, 2011). Ini berarti kinerja dan pengungkapan lingkungan
sebagai komitmen melestarikan sumber daya lingkungan juga dapat

digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan.

15 Tantangan Implementasi Environmental Disclosure dan
Kinerja Lingkungan
Terlepas dari urgensi environmental disclosure dan Kinerja
lingkungan  perusahaan terdapat berbagai tantangan  untuk

melaksanakan kedua aspek tersebut seperti kurangnya komitmen



perusahaan, tidak tersedianya standar pelaporan khusus, masalah biaya,
dan kurangnya tenaga terlatih.

Komitmen merujuk pada adanya niat dan keinginan yang kuat
dari perusahaan untuk melestarikan lingkungan. Pada dasarnya
pelaksanaan kedua aspek tersebut harus didukung dengan niat yang
konsisten dan kemauan yang sama dari seluruh Sumber Daya Manusia
(SDM) perusahaan. Ini merupakan tugas perusahaan untuk menularkan
komitmen dan semangat yang sama dari top manajemen puncak sampai
bottom manajemen perusahaan. Hal ini karena kurangnya komitmen
perusahaan akan menyebabkan environmental disclosure dan kinerja
lingkungan yang dilakukan menjadi tidak optimal.

Tantangan implementasi environmental disclosure dan Kkinerja
lingkungan lainnya adalah terkait standar pelaporan. Masalah standar
pelaporan merupakan masalah dalam pelaporan hasil environmental
disclosure dan kinerja lingkungan perusahaan. Masalah ini adalah hasil
dari sifat pelaporan yang masih sukarela sehingga tak jarang
perusahaan hanya memberikan informasi positif mengenai Kinerja
lingkungan mereka. Padahal, laporan tersebut akan digunakan oleh
stakeholder dan para calon investor dalam memberi nilai pada
perusahaan dan menjadi salah satu faktor pengambilan keputusan
investasi. Pelaporan yang diterima harusnya bersifat sah dan sebenar-
benarnya bukan bersifat “sukarela”. Karenanya, standar pelaporan yang
baku perlu segera dibuat oleh pemerintah supaya masalah tersebut
dapat segera ditangani.

Selanjutnya adalah masalah biaya. Tantangan yang dihadapi oleh
perusahaan untuk dapat melaksanakan environmental disclosure dan

kinerja lingkungan yang baik adalah persoalan dalam menyisihkan
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pendanaan untuk aktivitas tersebut. Program sosial dan kelestarian
lingkungan tentu saja memerlukan jumlah dana yang tidak sedikit.
Jumlah dana juga perlu dialokasikan dalam proses evaluasi dan
perbaikan setelah program dilaksanakan. Hal ini tentu saja menjadi
persoalan bagi perusahaan yang masih memiliki skala yang kecil dan
pangsa pasar yang terbatas. Karenanya, diperlukan kerja sama dengan
pihak lain atau perusahaan lain sehingga pendanaan yang keluar dapat
diminimalisir.

Tantangan perusahaan lainnya adalah kurangnya tenaga terlatih.
Perusahaan memerlukan tenaga terlatih dan berkualitas di manajemen
puncak yang dapat mengatur program sosial dan lingkungan secara
efisien dan tepat sasaran. Tenaga yang terlatih juga dapat memberikan
alternatif program dengan dana yang sesuai dengan kapasitas
perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki tenaga yang terlatih maka
program tidak akan dapat dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran.
Bahkan yang paling buruk justru akan membawa kerugian bagi

perusahaan.

1.6 Penutup

Problematika lingkungan telah menjadi isu serius dan telah
mendapatkan banyak perhatian dari banyak pihak. Kerusakan
lingkungan merupakan dampak negatif yang dihasilkan dari segala
aktivitas manusia termasuk aktivitas operasional bisnis perusahaan.
Dalam tren bisnis saat ini, kepedulian akan lingkungan akan menjadi
keunggulan  kompetitif bagi perusahaan untuk mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat dan menjalin hubungan harmonis di

antara pemangku kepentingan dan calon investor. Oleh karenanya perlu
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untuk mengungkap aspek penting perusahaan terkait masalah tersebut
melalui environmental disclosure dan kinerja lingkungan perusahaan.
Buku ini terdiri dari 8 bab yang menawarkan pengetahuan terkait
environmental disclosure dan kinerja lingkungan perusahaan yang
diawali dengan pengenalan terkait konsep dan teori-teori pendorong
environmental disclosure dan kinerja lingkungan perusahaan. Selain
itu, buku ini juga diperkuat dengan hasil-hasil penelitian praktis untuk
menentukan  aspek penting yang mendukung implementasi

environmental disclosure dan kinerja lingkungan pada perusahaan.
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BAB |1
INTEGRASI KINERJA KEUANGAN,
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE DAN KINERJA
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

2.1 Kinerja Keuangan

Perusahaan tidak akan mampu bertahan di tengah lingkungan
global yang kompetitif tanpa bantuan dari para stakeholder. Di sisi lain
dalam menentukan keputusan keuangan dan investasi, para stakeholder
tersebut harus mempertimbangkan dan menganalisis kesehatan
keuangan perusahaan yang bersangkutan. Karenanya, kinerja keuangan
menjadi subjek yang digunakan untuk menilai seberapa baik sebuah
perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk
menghasilkan keuntungan. Kinerja keuangan juga menjadi ukuran
umum Kkeseluruhan posisi keuangan bisnis perusahaan dari periode
tertentu.

Kinerja mengacu pada konsep multidimensi yang mencerminkan
kemampuan bisnis untuk mengelola sumber daya dengan cara yang
berbeda guna menikmati keunggulan kompetitif (Bag & Omrane,
2022); atau diartikan sebagai tingkat prestasi yang dicapai oleh
perusahaan dalam kurun waktu tertentu yang mencerminkan tingkat
kesehatan perusahaan (Fauzi & Rukmini, 2018). Kinerja perusahaan
telah diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu kinerja non-keuangan
dan kinerja keuangan. Kinerja non-keuangan berhubungan dengan
kualitas yang dihasilkan seperti tingkat kepuasan pelanggan atau

Kinerja karyawan, sedangkan Kkinerja keuangan berkaitan dengan
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penilaian kuantitatif terkait omset, pertumbuhan penjualan, dan

pendapatan dari periode tertentu.

Kinerja keuangan juga telah didefinisikan oleh beberapa peneliti
sebagai alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan
potensi pertumbuhan perusahaan saat ini (Le Thi Kim et al., 2021);
gambaran dari setiap hasil ekonomi yang telah dicapai melalui kegiatan
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien
(Munifatussa’idah, 2019); menjadi tujuan vital yang dilakukan oleh
manajer untuk keberlangsungan perusahaan di masa mendatang (Ichsan
et al.,, 2021). Berdasarkan berbagai definisi tersebut maka kinerja
keuangan dapat disimpulkan sebagai kemampuan perusahaan dalam
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi komponen
biaya dan menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien agar
dapat mencapai keberlanjutan.

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan adalah untuk
memperoleh informasi yang berguna terkait aliran dana dan
penggunaannya. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan oleh
manajer untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang
tepat. Menurut Fauzi & Rukmini (2018) pengukuran kinerja keuangan
dari sisi perusahaan terdiri dari beberapa metode di antaranya;

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis
yang digunakan oleh perusahaan dengan cara membandingkan
laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan
perbedaan kuantitatifnya baik dalam jumlah (mutlak) maupun dalam

persentase (relatif).
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. Analisis tren (tendency position), merupakan teknik analisis
keuangan guna mengetahui kecenderungan peningkatan atau
penurunan kondisi keuangan.

. Analisis persentase komponen (ukuran umum), merupakan teknik
analisis keuangan guna menentukan persentase investasi pada setiap
aset baik terhadap total aset maupun utang.

. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik
analisis keuangan untuk mengetahui jumlah sumber dan penggunaan
modal kerja dari dua periode waktu.

. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis
keuangan untuk mengetahui kondisi kas disertai dengan penyebab
perubahan kas dalam periode waktu tertentu.

. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan dalam
rangka mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca
dan laporan laba rugi baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan.
. Analisis perubahan laba kotor, merupakan suatu teknik analisis
keuangan guna mengetahui posisi laba dan penyebab perubahan
laba.

. Analisis Break Even, merupakan suatu teknik analisis keuangan
untuk mengetahui tingkat penjualan yang ingin dicapai agar
perusahaan tidak mengalami kerugian.

Sedangkan dari sisi investor, pengukuran Kkinerja keuangan

perusahaan dapat dilakukan dengan dua analisis yaitu analisis

fundamental dan analisis teknikal (Fatihudin et al., 2018). Analisis

fundamental adalah sebuah analisis yang berdasar pada laporan

keuangan perusahaan, prospektus dan profil keuangan perusahaan

sedangkan analisis teknikal merujuk pada analisis yang berdasar pada
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data statistik pasar yang dicatat oleh lembaga tertentu yang
menggambarkan kenaikan dan penurunan permintaan dan penawaran.
Kinerja keuangan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat
membantu perusahaan mencapai keberlanjutan selain aspek sosial dan
manajemen. Evaluasi kinerja keuangan yang baik digunakan untuk
tujuan eksternal dan internal. Bagi pihak eksternal yaitu investor,
kinerja keuangan yang baik menjadi bahan pertimbangan untuk
menanamkan dana atau tetap mempertahankan dana dalam sebuah
perusahaan. Lalu bagi perusahaan, kondisi tersebut dapat menaikkan
harga saham dan menciptakan nilai perusahaan yang tinggi sehingga

perusahaan dapat sustainable.

2.2 Peran Kinerja Keuangan dalam Environmental Disclosure

Environmental disclosure merupakan manifestasi dari intensitas
industri dalam menanggulangi permasalahan lingkungan walaupun di
Indonesia masih belum banyak yang melakukan pengungkapan
lingkungan ini (Rahmatika, 2021). Hal ini dipicu oleh keadaan atau
kondisi keuangan perusahaan. Menurut teori legitimasi, perusahaan
akan selalu mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar perusahaan
lebih memperhatikan masalah lingkungan. Perusahaan yang memiliki
kinerja keuangan yang baik akan mampu menghadapi tekanan apapun
yang timbul secara sosial. Salah satu indikator kinerja keuangan
perusahaan yang dapat dinilai adalah melalui tingkat margin atau
profitabilitas yang dimiliki.

Perusahaan dengan tingkat margin keuntungan yang lebih tinggi
akan lebih mudah untuk melakukan environmental disclosure dan

dilegitimasi oleh masyarakat dibandingkan dengan perusahaan dengan
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tingkat margin keuntungan yang lebih rendah. Profitabilitas merupakan
indikator yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh
keuntungan. Profitabilitas juga menunjukkan baik tidaknya prospek
perusahaan ke depan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka
kelangsungan hidup perusahaan akan semakin terjamin dan dapat
diandalkan. Hal tersebut sangat penting bagi perusahaan. Profitabilitas
perusahaan yang tinggi memudahkan perusahaan mengatasi tekanan
sosial dan kinerja keuangan yang baik tersebut memiliki dampak positif
pada environmental disclosure. Terdapat beberapa peneliti yang
menemukan bahwa kinerja keuangan dengan profitabilitas tidak
memiliki pengaruh terhadap environmental disclosure. Namun setelah
diamati ternyata rata-rata perusahaan yang diteliti memiliki tingkat
profitabilitas yang relatif rendah. Perusahaan yang memiliki laba yang
rendah merasa tidak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap
pengungkapan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan
tersebut menganggap bahwa pengungkapan lingkungan membutuhkan
biaya yang tinggi dan justru akan semakin menyulitkan kondisi
perusahaan. Pada akhirnya, diskusi tersebut membawa kita bahwa
sebuah kesimpulan bahwa environmental disclosure hanya dapat
dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan yang memiliki profitabilitas
tinggi dengan kinerja keuangan yang mapan. Sebaliknya, perusahaan
kecil memerlukan pendekatan lain untuk membantu mereka dalam

memberikan tanggung jawab yang sama terhadap lingkungan.
2.3 Peran Kinerja Lingkungan dalam Kinerja Keuangan
Salah satu tujuan utama dari perusahaan yang mencari laba

adalah memaksimalkan keuntungan, yaitu memaksimalkan nilai
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pemegang saham (Galant & Cvek, 2021). Namun, kondisi bisnis
kontemporer perlu mempertimbangkan kepentingan sebagian besar
stakeholder ketika menjalankan bisnis. Saat ini, stakeholder tidak
hanya tertarik pada kinerja ekonomi suatu perusahaan tetapi juga
tertarik pada kinerja lingkungan dan sosial yang berada di bawah
tanggung jawab sosial perusahaan. Kinerja lingkungan tersebut
termasuk menjaga lingkungan alam sekitar di mana perusahaan tersebut
beroperasi sehingga kelestarian lingkungan dapat memberikan manfaat
untuk generasi mendatang.

Apabila sebuah perusahaan ingin memiliki tingkat Kinerja
lingkungan yang tinggi maka dirasa penting untuk berinvestasi pada
kinerja lingkungan tersebut. Investasi kinerja lingkungan yang
dilakukan dapat mempengaruhi kinerja keuangannya (Galant & Cvek,
2021). Oleh karena itu, muncullah sebuah pertanyaan tentang apakah
investasi lingkungan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan
atau justru mengurangi profitabilitas perusahaan.

Terdapat dua pandangan berbeda yang mendeskripsikan
hubungan environmental disclosure dengan Kkinerja keuangan.
Pandangan tradisional berpendapat bahwa langkah-langkah antisipasi
lingkungan diprediksi akan menyebabkan perusahaan menghadapi
kerugian kompetitif sebagai akibat dari meningkatnya biaya produksi
perusahaan karena biaya kepatuhan kegiatan produksi lebih besar
daripada nilai tambah perusahaan. Kemudian, pandangan revisionis
dari Porter menganggap bahwa Kkinerja lingkungan adalah sumber
potensial untuk keunggulan kompetitif karena dapat mengarah pada
proses yang lebih efisien, peningkatan produktivitas, biaya kepatuhan
yang lebih rendah, peluang pasar baru, dan mempererat hubungan

18



dengan stakeholder (Lu & Taylor, 2018). Pandangan kedua membantah
pandangan pertama yang menyatakan bahwa Kkinerja lingkungan
berpengaruh negatif pada kinerja keuangan. Hal ini karena Kinerja
lingkungan justru akan meminimalisir kewajiban dan konflik sosial di
masa depan yang menimbulkan biaya dan menciptakan citra
perusahaan yang baik di mata publik sehingga investasi yang

diharapkan akan meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan.

2.4 Pendekatan Research: Kinerja  Keuangan  dalam

Environmental Disclosure

Seperti  penjelasan pada bab sebelumnya, pelaksanaan
environmental disclosure dan kinerja lingkungan perusahaan
memerlukan beberapa aspek pendukung yang relevan. Oleh karena itu,
sebelum diterapkan secara masif maka penelitian perlu diadakan untuk
mengkonfirmasi faktor pendukung tersebut.

Ifada et al. (2021) telah mengadakan penelitian untuk
mengetahui peran kinerja lingkungan, dewan komisaris independen,
ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap Environmental
Disclosure. Penelitian tersebut diadakan menggunakan metode
kuantitatif dengan sampel berjumlah 117 perusahaan yang diambil dari
perusahaan manufaktur dan pertambangan batu bara yang telah
mengikuti PROPER dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari
tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan kajian literatur, model awal

penelitian telah terbentuk seperti pada tabel berikut.
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Tabel 1. Model awal penelitian kinerja keuangan dalam Environmental

Disclosure
) Variabel Variabel
Variabel Independent .
Intervening Dependent
Kinerja Lingkungan ﬁ

Environmental
Disclosure

ewan Komisaris ——p{ Kinerja Keuangan —

Independent 4 %
Ukuran Perusahaan

Pada model awal sebelum pengujian terdapat beberapa variabel
independen yang terdiri dari kinerja lingkungan, dewan komisaris
independen, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel Kkinerja
keuangan menjadi variabel intervening dan environmental disclosure
menjadi variabel dependen. Masing-masing variabel independen juga
secara langsung mempengaruhi environmental disclosure. Pada model
tersebut terlihat bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh
beberapa aspek yaitu kinerja lingkungan, dewan komisaris independen,
dan ukuran perusahaan sebelum akhirnya dapat mempengaruhi

environmental disclosure.

Tabel 2. Model akhir penelitian kinerja keuangan dalam Environmental

Disclosure
) Variabel Variabel
Variabel Independent )
Intervening Dependent

Kinerja Lingkungan ﬁ

Ukuran Perusahaan —

Environmental

Kinerja Keuangan —»f 1o o
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Setelah pengujian, didapatkan komponen aspek yang secara
signifikan berpengaruh pada environmental disclosure. Kinerja
lingkungan memberikan dampak yang baik untuk kinerja keuangan
perusahaan dan environmental disclosure. Hal ini karena perusahaan
yang aktif dan peduli pada kelestarian lingkungan akan memberikan
informasi yang berkualitas mengenai pengungkapan lingkungan yang
dilakukan oleh perusahaan. Lalu, hal tersebut menciptakan citra yang
baik untuk meningkatkan kepercayaan di kalangan masyarakat dan
calon investor sehingga nilai perusahaan dan harga saham menjadi
tinggi.

Selain itu, ukuran perusahaan memberikan dampak Kkinerja
keuangan dan environmental disclosure. Perusahaan besar akan
memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal, asset, dan tingkat
keuntungan tinggi sehingga dapat meningkatkan persentase
profitabilitas perusahaan. Lebih lanjut, ukuran perusahaan yang besar
memungkinkannya memiliki dampak yang lebih luas terhadap
lingkungan dan sosial. Alhasil, perusahaan diminta untuk memenuhi
kebutuhan banyak stakeholder. Karenanya, pada kondisi ini teori
stakeholder berlaku dan perusahaan akan berusaha untuk lebih
bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui environmental
disclosure. Penelitian tersebut juga telah mengkonfirmasi bahwa
keberadaan dewan komisaris independen belum memiliki peran yang
efektif dalam menunjang environmental disclosure sebuah perusahaan.
Hal tersebut dapat disebabkan karena manajer dan direktur memiliki
peran dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan
sedangkan keberadaan dewan komisaris independen dalam sebuah
perusahaan dapat membuat keputusan negosiasi menjadi lebih lama.
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2.5 Penutup

Kinerja keuangan merupakan kinerja perusahaan dalam
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif
untuk menghasilkan keuntungan. Pengukuran Kinerja keuangan
digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal
perusahaan, kinerja keuangan yang baik akan menarik minat calon
investor untuk menanamkan dana sehingga dapat menciptakan nilai
perusahaan. Sedangkan bagi pihak eksternal perusahaan, kondisi
tersebut akan memberikan keuntungan investasi dana yang ditanamkan.
Karenanya, kinerja keuangan merupakan aspek yang sangat penting
bagi perusahaan untuk mencapai keberlanjutan.

Bab ini telah mengkonfirmasi integrasi hubungan Kkinerja
lingkungan, kinerja keuangan, dan environmental disclosure. Kinerja
lingkungan yang baik mendorong terciptanya citra perusahaan yang
baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
perusahaan. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dapat
meningkatkan investasi dan profitabilitas perusahaan. Alhasil kinerja
keuangan yang tercapai memberikan kontribusi yang positif bagi
environmental disclosure perusahaan. Dari hasil penelitian yang telah
dilakukan, dua aspek pendukung environmental disclosure telah

ditemukan yaitu kinerja keuangan dan ukuran perusahaan.
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BAB Il
ENVIRONMENTAL COST DISCLOSURE

3.1 Environmental Cost Disclosure

Perusahaan akan mengungkapkan informasi tentang kepedulian
mereka pada lingkungan dengan cara menunjukkan bahwa profitabilitas
perusahaan memiliki alokasi khusus untuk mendanai biaya lingkungan.

Biaya lingkungan atau environmental cost merujuk pada kemampuan

perusahaan untuk mengintegrasikan upaya lingkungan ke dalam

strategi bisnis (Rini & Adhariani, 2021); atau diartikan sebagai biaya-
biaya yang terkait dengan kerusakan aktual dan potensial dari alam
akibat kegiatan ekonomi (Oshiole et al., 2020); atau secara spesifik
didefinisikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan
untuk mencegah dan mengurangi dampak kerusakan ekologi yang
diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan (Adyaksana et al.,

2022). Biaya-biaya yang dimaksud dapat berupa biaya untuk

pencegahan, perencanaan, pembuangan, dan perbaikan kerusakan yang

diakibatkan oleh aktivitas internal dan eksternal perusahaan. Menurut

Shil & Igbal (2005) biaya lingkungan diklasifikasikan ke dalam

beberapa kategori berikut:

1. Biaya lingkungan untuk pengendalian dampak lingkungan yang
ditimbulkan dalam suatu wilayah usaha oleh kegiatan produksi dan
jasa;

2. Biaya lingkungan untuk pengendalian dampak lingkungan yang
timbul di hulu atau hilir sebagai akibat dari kegiatan produksi dan
jasa;

3. Biaya lingkungan dalam kegiatan pengelolaan;
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4. Biaya lingkungan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;

5. Biaya lingkungan dalam kegiatan sosial;

6. Biaya lingkungan yang sesuai dengan kerusakan lingkungan.
Biasanya biaya-biaya tersebut akan dicantumkan dalam laporan
tahunan  perusahaan sebagai bentuk dari tanggung jawab
“pengungkapan”.

Secara umum, pengungkapan biaya lingkungan atau yang
selanjutnya akan kita sebut sebagai Environmental Cost Disclosure
(ECD) merupakan analisis informasi keuangan dan non-keuangan
untuk mendukung proses pengelolaan lingkungan internal (Falope et
al.,, 2019). ECD merujuk pada pengungkapan biaya-biaya yang
digunakan untuk menanggulangi dampak buruk pada lingkungan akibat
aktivitas bisnis perusahaan kepada para pemegang kepentingan. ECD
memiliki tujuan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja lingkungan
dan kinerja keuangan perusahaan secara bersamaan.

Area utama implementasi ECD terdapat pada penilaian
biaya/pengeluaran lingkungan tahunan, penetapan harga produk,
penganggaran, penilaian investasi, penghitungan biaya, dan
penghematan proyek lingkungan, atau penetapan target kinerja terukur
(Falope et al., 2019). ECD menyediakan tindakan yang memberikan
evaluasi risiko dan memperkuat hubungan dengan stakeholder dan
shareholder sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan
mencapai kinerja keuangan (Al-Naser et al., 2021). Pengungkapan isu-
isu sosial dan lingkungan berpotensi memiliki dampak pada pencapaian

kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan perusahaan.
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3.2 Environmental Cost Disclosure dan Environmental Management
Accounting

Masalah utama yang sering muncul dari kebijakan ekonomi di
masa lalu dan masa kini adalah terkait ketidakmampuan perusahaan
dalam memiliki standar khusus mengenai definisi, perhitungan, atau
menetapkan biaya kerusakan eksternal dari kegiatan ekonomi
perusahaan. Selain itu, faktanya manajer bagian lingkungan jarang
memiliki akses ke dokumen akuntansi biaya aktual perusahaan dan
hanya mengetahui sebagian kecil dari biaya lingkungan agregat.
Sedangkan di sisi lain, manajer akuntansi memiliki sebagian besar
informasi tetapi tidak dapat memisahkan bagian lingkungan tanpa
standar atau panduan (Jasch, 2003). Akibatnya, terdapat beberapa biaya
aktual lingkungan yang “tersembunyi dan terlewat” dari pencatatan.
Kemudian juga memicu isu baru terkait akuntansi lingkungan
perusahaan. Seorang akuntan profesional harus mampu membuat
keputusan tentang pencatatan biaya lingkungan secara terpisah, agar
situasinya jelas dan dapat memberikan informasi kepada manajer yang
memungkinkannya ~membuat keputusan terbaik yang akan
diinformasikan kepada perusahaan yang dipimpinnya (Rakos &
Antohe, 2014). Isu tersebut mendorong kebutuhan para manajer tentang
bagaimana memperoleh informasi lingkungan dan menyebabkan
pengembangan instrumen keputusan baru bernama akuntansi
manajemen lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai Environmental
Management Accounting (EMA).

EMA telah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan
akuntansi manajemen tradisional sehubungan dengan aktivitas

manajemen dan mengenai keputusan yang melibatkan masalah
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lingkungan seperti biaya dan dampak lingkungan. Akuntansi dirancang
untuk memenuhi kebutuhan informasi eksternal pemegang saham dan
otoritas keuangan yang memiliki kepentingan ekonomi yang kuat
sehingga pelaporan keuangan diatur dalam Undang-Undang dan
memiliki standar pelaporan internasional. EMA merupakan pendekatan
gabungan yang menyediakan transisi data dari akuntansi keuangan,
akuntansi biaya dan neraca massa untuk meningkatkan efisiensi
material, mengurangi dampak lingkungan dan risiko dan mengurangi
biaya perlindungan lingkungan (Jasch, 2003); dapat diartikan juga
sebagai identifikasi, pengumpulan, estimasi, analisis, pelaporan
internal, dan penggunaan bahan dan informasi aliran energi, informasi
biaya lingkungan, dan informasi biaya lainnya untuk pengambilan
keputusan konvensional dan lingkungan dalam suatu organisasi
(Xiaomei, 2004).

Fokus inti dari EMA adalah pada penilaian total pengeluaran
lingkungan tahunan untuk pengolahan emisi, pembuangan,
perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sedangkan biaya memiliki
kaitan yang erat dengan sistem manajemen akuntansi yang dimiliki
oleh perusahaan. Ini berarti ECD menjadi bagian dari EMA. ECD
mengukur sejauh mana penerapan EMA dinilai secara efektif dapat
menangani permasalahan lingkungan. Ketika perusahaan menerapkan
EMA maka perusahaan dianjurkan untuk memberikan informasi
alokasi anggaran untuk biaya lingkungan. Untuk organisasi bisnis,
EMA adalah alat yang efektif yang apabila diterapkan dengan benar
akan memungkinkan pengurangan biaya dan memaksimalkan
keuntungan, sementara pada saat yang sama meminimalkan dampak

lingkungan dari kegiatan mereka (Xiaomei, 2004). Dengan demikian

26



EMA menjadi wujud nyata dari perhatian dan komitmen perusahaan
dalam strategi pengendalian dampak lingkungan, serta pengumpulan
informasi terkait biaya dari kegiatan internal yang membantu

perusahaan mencapai kinerja lingkungan yang berkelanjutan.

3.3 Hubungan Environmental Cost Disclosure dan Environmental

Disclosure

Informasi biaya lingkungan merupakan informasi yang lebih
konkrit yang dapat dengan mudah ditemukan ketika “pengungkapan”,
serta dapat dibandingkan, diaudit, dan divalidasi dengan angka-angka
lainnya dalam laporan keuangan. Karenanya, informasi kuantitatif ini
tidak mudah dimanipulasi dibanding informasi naratif dari perusahaan.
Informasi kuantitatif ini menghindarkan publik dari etika tidak baik

perusahaan berbentuk

greenwashing di mana perusahaan berusaha menciptakan citra peduli
lingkungan yang palsu sebagai strategi pemasarannya. Dengan
demikian, ECD sangat penting untuk dilakukan supaya ada aksi nyata
kepedulian lingkungan yang tervalidasi dan bukan citra baik semata.
Ketika melakukan pengelolaan lingkungan, perusahaan akan
mengalokasikan dana untuk biaya degradasi lingkungan. Namun,
perusahaan perlu menyadari bahwa biaya ini adalah investasi jangka
panjang yang akan dikeluarkan secara terus menerus. Biaya lingkungan
seharusnya bukan hanya sekadar dianggap sebagai ekstra pengeluaran
dana perusahaan saja, tetapi juga sebagai biaya yang akan berpotensi
mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini,

tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana perusahaan dapat
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menurunkan total biaya lingkungan yang efisien sehingga tidak
mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit.
Kehadiran akuntansi manajemen lingkungan memiliki andil yang
sangat besar dalam mendorong perusahaan untuk mendeteksi dan
mengelola kerusakan lingkungan dengan biaya lingkungan yang
efisien. Perusahaan yang mampu mengelola biaya lingkungan dan
mempertahankan kemampuannya dalam menghasilkan laba bukan
hanya akan menciptakan citra yang baik di antara stakeholder dan
masyarakat namun juga membangun kepercayaan untuk penanaman

investasi di antara calon investor.

3.4 Pendekatan Research: Environmental Cost

Pendekatan penelitian telah dilakukan dan dipublikasikan dalam
Ifada & Saleh (2022) mengenai Environmental Cost. Data sebanyak
492 diambil dari perusahaan publik di kawasan Asia yang sedang
berkembang selama 12 tahun yakni dari 2007-2019. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui hubungan antara Environmental Cost,
kinerja lingkungan, dan Environmental Disclosure. Berdasarkan pada
kajian literatur, model awal penelitian telah terbentuk seperti pada tabel
berikut.

Tabel 3. Model awal penelitian Environmental Cost

. . . Variabel
Variabel Independent Variabel Moderating
Dependent

Environmental Cost

Environmental
Disclosure

Kinerja Lingkungan
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Pada model awal sebelum pengujian terdapat variabel independen
kinerja lingkungan, variabel moderating environmental cost, dan
variabel dependen environmental disclosure. Kinerja lingkungan
diharapkan berpengaruh terhadap environmental disclosure. Sedangkan
environmental cost diduga memperlemah pengaruh kinerja lingkungan
pada environmental disclosure. Pada kasus ini, environmental cost

mewakili penerapan EMA pada perusahaan.

Tabel 4. Model akhir penelitian Environmental Cost

. . . Variabel
Variabel Independent Variabel Moderating
Dependent

Environmental Cost

Environmental

Kinerja Lingkungan Disclosure

Setelah pengujian didapatkan model yang sama dengan model
awal penelitian. Artinya tidak ada hipotesis yang ditolak. Kinerja
lingkungan memiliki hubungan yang positif terhadap environmental
disclosure. Pengungkapan lingkungan kepada publik akan semakin
baik apabila perusahaan juga memiliki kinerja lingkungan yang baik.
Lalu, environmental cost ditemukan melemahkan hubungan antara
kinerja lingkungan terhadap environmental disclosure. Environmental
cost merupakan pendekatan kuantitatif yang lebih tervalidasi. Hal ini
dapat meringkas dan mengurangi pengungkapan naratif yang dilakukan
oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa
penerapan EMA yang tercantum melalui environmental cost telah

terbukti  dapat mengurangi  kebutuhan perusahaan terhadap
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pengungkapan naratif dan memastikan manajer menggunakan sumber
daya secara efektif untuk kepentingan lingkungan sehingga
pengeluaran biaya lingkungan dapat diminimalisir. Kehadiran
environmental cost yang tinggi tidak menjamin kinerja lingkungan dan
environmental disclosure perusahaan menjadi semakin baik. Justru hal
tersebut memungkinkan alokasi dan pengelolaan yang tidak efisien.
Selain itu, environmental cost yang tinggi memiliki potensi untuk
mengurangi  profit perusahaan sehingga dikhawatirkan dapat

menyebabkan hilangnya kepercayaan calon investor pada perusahaan.

3.5 Penutup

Environmental cost adalah bagian dari Environmental
Management Accounting (EMA) yang meliputi biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk menunjang komitmen dan kepedulian perusahaan
atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis mereka. EMA
mempromosikan pendekatan keseluruhan untuk melengkapi celah yang
ditimbulkan dari pencatatan akuntansi tradisional. EMA melakukan
pendekatan yang menyediakan transisi data dari akuntansi keuangan,
akuntansi biaya dan neraca massa untuk meningkatkan efisiensi
material, mengurangi dampak lingkungan dan risiko dan mengurangi
biaya perlindungan lingkungan. Sedangkan environmental cost
menawarkan pendekatan kuantitatif yang dapat membantu perusahaan
meringkas dan mengurangi pengungkapan yang bersifat naratif.

Environmental cost perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar
tidak menghambat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit.
Biaya lingkungan menjadi investasi jangka panjang yang akan
menguntungkan perusahaan dalam menciptakan citra yang baik di
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masyarakat. Namun, pengelolaannya perlu dilakukan dengan bijak agar
tidak merugikan perusahaan. Diskusi sebelumnya telah membawa kita
pada sebuah kesimpulan bahwa perusahaan yang mampu
menyeimbangkan dua kepentingan yaitu mengelola biaya lingkungan
dan mempertahankan kemampuannya dalam menghasilkan laba bukan
hanya akan menciptakan citra yang baik di antara stakeholder dan
masyarakat tetapi juga akan membangun Kkepercayaan untuk
penanaman investasi di antara calon investor. Bab ini telah
mengkonfirmasi hubungan antara Environmental Cost, kinerja
lingkungan, dan Environmental Disclosure. Hasil dari penelitian
tersebut telah menemukan faktor baru yang perlu mendapatkan
perhatian ketika mengimplementasikan environmental disclosure di
perusahaan yaitu implikasi EMA yang diwakili oleh environmental

cost.
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BAB IV
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

4.1 Tata Kelola Perusahaan

Keberhasilan ekonomi suatu perusahaan tidak hanya bergantung
pada efisiensi, inovasi dan kualitas manajemennya tetapi juga pada
kepatuhan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Dalam beberapa
dekade terakhir, tata kelola dianggap sebagai aspek penting penunjang
keberlanjutan perusahaan. Menurut beberapa peneliti tata kelola dapat
diartikan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan kepentingan
ekonomi dan sosial perusahaan sehingga menyeimbangkan kepentingan
stakeholders dengan masyarakat luas (Gerged, 2021); dan merujuk
pada serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan
direksi, stakeholders, dan shareholders-nya (Goel, 2018). Melalui
pendapat tersebut maka tata kelola dapat disimpulkan sebagai
seperangkat sistem, proses, aturan, dan kebijakan yang mengatur
pengelolaan dan hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat
dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Tata kelola yang baik memiliki lima prinsip umum yang melekat
padanya berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,
independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Adapun penjelasannya
adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, didefinisikan sebagai prinsip yang mengharuskan
sebuah perusahaan untuk memberikan keterbukaan terhadap
informasi yang jelas, relevan dan mudah diakses oleh semua
pemangku kepentingan seperti laporan keuangan, laporan tahunan

perusahaan, dan data-data lain.
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2. Akuntabilitas, secara ~umum  merujuk  pada  proses

pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai oleh
perusahaan. Perusahaan harus dikelola dengan terukur dan sejalan
dengan kepentingan perusahaan dengan selalu mempertimbangkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam hal ini manajemen perlu memberikan laporan tentang
semua kegiatan dan keputusan perusahaan kepada seluruh pihak
yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal
termasuk pengungkapan alasan jika terdapat tujuan yang tidak
tercapail.

Tanggung jawab, prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk
tunduk dan patuh terhadap ketetapan perundang-undangan yang
berlaku serta menjalankan tanggung jawab kepada sosial dan
lingkungan.

Independensi, prinsip ini menghindari pola keterlibatan pihak yang
berpotensi mengintervensi dan menekan perusahaan yang
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga
perusahaan perlu mengelola operasionalnya secara profesional
seperti pengambilan keputusan yang objektif namun bebas dari
intervensi pihak ketiga.

Kewajaran dan Kkesetaraan, prinsip ini menghindari sikap
ketidakadilan. Artinya, perusahaan dituntut untuk memberikan
pemerataan dan kesempatan yang sama bagi seluruh pemegang
saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan
seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian

tujuan perusahaan untuk mendapatkan hak yang adil.
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Lebih lanjut, dalam beberapa literatur dan penelitian di banyak
negara, beberapa peneliti menggunakan berbagai aspek untuk
mengukur tata kelola sebuah perusahaan seperti Goel (2018) yang
mengukur tata kelola 68 perusahaan dari 6 sektor di India dengan:

a. Shareholders terdiri dari jumlah rapat direksi per tahun; jumlah
direktur independen di dewan; jumlah komite direksi; jumlah
komite yang diketuai oleh dewan independen; dan rapat terpisah
direksi independen.

b. Karyawan terdiri dari kode etik untuk top manajemen yang tersedia
di website; jumlah direktur wanita di dewan; kebijakan whistle
blower dinyatakan dan ditetapkan; dan persentase keluhan
karyawan yang ditangani setiap tahun.

c. Suppliers dan customers terdiri dari persentase keluhan yang
ditangani per tahun; dan penerbitan laporan pertanggungjawaban
bisnis dan keberlanjutan.

d. Masyarakat terdiri dari pengeluaran tahunan untuk CSR dan
persentase terhadap laba bersih; jumlah inisiatif sosial yang
dilakukan oleh perusahaan.

e. Lingkungan terdiri dari jumlah inisiatif lingkungan yang dilakukan
oleh perusahaan; jumlah sertifikat 1ISO yang diperoleh perusahaan;
serta penghargaan dan pengakuan yang diraih oleh perusahaan.

Kemudian Gerged (2021) yang mengukur tata kelola pada 500
perusahaan di Yordania menggunakan ukuran dewan direksi; dewan
independen; CEO duality atau jabatan ganda seseorang di dewan
direksi dan dewan komisaris; kepemilikan manajerial; kepemilikan
institusional; kepemilikan asing atau persentase kepemilikan investor

asing; ownership concertation atau kepemilikan saham seseorang yang
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lebih dari 5%. Hampir sama seperti Giannarakis et al. (2020) yang
menggunakan direktur independen; kehadiran direktur independen
utama; frekuensi rapat komite audit; kehadiran komite berkelanjutan;
dan usia direktur termuda untuk mengukur tata kelola dari 278
perusahan di Amerika Serikat. Ofoegbu et al. (2018) yang mengukur
tata kelola pada 303 perusahaan di Nigeria menggunakan dewan
independen; ukuran dewan; rapat dewan; independensi komite audit;
dan komite lingkungan sebagai karakteristik dewan perusahaan.
Sementara itu, tata kelola untuk organisasi atau lembaga yang
mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah khususnya industri
keuangan syariah terdapat keterlibatan dewan khusus bernama Dewan
Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan dewan yang bertugas
mengawasi dan memberikan saran kepada pengelola tentang
implementasi prinsip-prinsip dalam aktivitas operasional lembaga
sekaligus menjadi wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)
pada industri keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan diskusi di
atas terdapat berbagai pengukuran yang dapat dipakai untuk menilai
keefektifan penerapan tata kelola dalam sebuah perusahaan.
Pengukuran yang digunakan tersebut harus sesuai dengan karakteristik
industri dan penerapan praktis di perusahaan atau lembaga supaya

penilaian tata kelola dapat dilakukan secara tepat.

4.2 Kendala Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan pada akhirnya menjadi isu utama di
bidang organisasi bagi berbagai pihak seperti akademisi, peneliti, dan
pembuat kebijakan baik publik maupun manajerial. Walaupun
demikian, implementasi tata kelola pada perusahaan memiliki kendala
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dan tantangan yang harus dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi
berupa:

Perusahaan dikendalikan oleh anggota keluarga atau pemegang
saham mayoritas (Masud et al., 2018). Ketika manajemen dan keluarga
memiliki hubungan kombinasi maka hal ini memungkinkan terjadinya
perbedaan orientasi keputusan dan tujuan antara keluarga sebagai
shareholders dan para pemegang saham lainnya. Terkadang perusahaan
dengan kepemilikan keluarga menginginkan investasi jangka panjang
yang menghindari risiko sedangkan pemegang saham lain lebih
cenderung risk taker untuk mengharapkan return tinggi. Selain itu,
kepemilikan keluarga dapat mengakibatkan entrenchment effect di
mana seorang pemegang saham menggunakan hak kontrolnya untuk
tujuan pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan tidak terikat
lagi pada tata kelola dan mekanisme kontrol yang telah ditetapkan.
Pada akhirnya, masalah-masalah di atas akan menurunkan nilai
perusahaan dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan.

Kendala selanjutnya adalah tidak adanya peraturan efektif dan
transparansi. Masalah utama dalam implementasi tata kelola
perusahaan adalah tentang komitmen untuk memberikan ketegasan
peraturan dan transparansi. Setiap perusahaan diharapkan memiliki
komitmen implementasi tata kelola yang tinggi yang diaplikasikan
melalui penetapan pedoman tata kelola perusahaan dengan sanksi
pelanggaran yang jelas. Selain itu, pedoman yang dibuat harus meliputi
lima prinsip utama tata kelola sehingga penerapannya dapat
menciptakan etika yang sehat baik dalam perusahaan maupun di antara

para karyawan.
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Kemudian, kendala yang dihadapi dalam penerapan tata kelola
perusahaan adalah adanya tekanan dari pihak eksternal seperti aktivis,
lembaga swadaya, dan masyarakat internasional tentang perusahaan
yang harus peduli pada sosial dan lingkungan. Tuntutan tersebut tentu
saja mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam kegiatan
tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal tersebut melibatkan
penerapan tata kelola dan manajemen kontrol agar tanggung jawab
lingkungan dapat dilakukan dengan baik.

Tantangan lain dari penerapan tata kelola adalah mengenai
struktur direksi atau komisaris dengan keragaman gender. Gaya
kepemimpinan perempuan dan laki-laki selalu menjadi isu menarik.
Keragaman gender pada struktur dewan meningkatkan efisiensi
kepemimpinan dan efektivitas dengan membawa beragam ide,
pandangan, keterampilan, dan pengalaman ke dalam ruang rapat,
sebagai serta meningkatkan independensi dewan. Namun demikian,
bagi sebagian perusahaan memutuskan, melibatkan, dan membuat
komposisi keragaman gender dalam dewan masih menjadi sebuah

kesulitan.

4.3 Urgensi Tata Kelola Perusahaan Pada Environmental
Disclosure
Saat ini, penyimpangan keuangan dan non-keuangan perusahaan
dan kinerja lingkungan yang gagal telah menyebabkan pengenalan
aturan dan standar baru untuk akuntabilitas dan transparansi
perusahaan, seperti komite dan pelaporan lingkungan ke dalam dewan
perusahaan. Karenanya, struktur tata kelola perusahaan berperan aktif

untuk mengubah kepemilikan, dan struktur dewan telah memfokuskan
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kembali untuk menambahkan masalah sosial dan ekologi ke dalam
rencana manajemen perusahaan (Masud et al.,, 2018). Dalam
menghadapi dunia bisnis yang saat ini rentan terhadap isu-isu iklim,
struktur dan aplikasi tata kelola perusahaan yang kuat dan kreatif
sangat penting untuk mengatasi tantangan lingkungan tersebut.
Perusahaan yang mematuhi prosedur dan kebijakan tata kelola
dapat mengurangi masalah agensi dan asimetri informasi serta dapat
menunjukkan sikap akuntabilitas tinggi kepada para pemangku
kepentingan. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan
pengungkapan lingkungan perusahaan. Kilincarslan et al. (2020)
menyatakan bahwa dalam perspektif legitimasi menunjukkan bahwa
mematuhi praktik tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan
efisiensi perusahaan tetapi juga menekan perusahaan untuk
meningkatkan pengungkapan lingkungan mereka dalam rangka
menciptakan reputasi dan citra mereka di pasar global. Ini berarti
kehadiran tata kelola menjadi aspek penting secara internal yang dapat
mendukung perusahaan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan

kepada masyarakat secara layak.

4.4 Pendekatan Research: Tata Kelola dan Environmental
Disclosure
Penelitian telah dilakukan mengenai tata kelola perusahaan dalam
skala besar dengan data sekunder di Asia Pasifik dari tahun 2006
hingga 2020. Total sampel sebanyak 2084 perusahaan publik berasal
dari 15 negara yakni Australia, Amerika Serikat, Cina, Indonesia,
Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Filipina, Srilanka, Pakistan,

Kazakstan, Bangladesh, Hongkong, dan India. Penelitian digunakan
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untuk menguji hubungan tata kelola perusahaan, kinerja ekonomi,
kinerja lingkungan, dan pengungkapan lingkungan. Berdasar pada
kajian literatur, model awal penelitian yang terbentuk dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 5. Model awal penelitian tata kelola dan
Environmental Disclosure

Variabel Variabel Variabel Variabel
Independent Intervening Moderating Dependent
Kinerja
Lingkungan
Tata Kelola —»|  Kinerja Ekonomi — Environmental
—»| Disclosure
Perusahaan

Pada model awal penelitian telah ditentukan beberapa variabel
yang terlibat di antaranya tata kelola perusahaan sebagai variabel
independen, kinerja ekonomi sebagai variabel intervening, Kinerja
lingkungan sebagai variabel moderating, dan environmental disclosure
sebagai variabel dependen. Tata kelola diharapkan memiliki pengaruh
yang positif terhadap environmental disclosure dan kinerja ekonomi.
Kinerja ekonomi diharapkan dapat memperkuat kemampuan
environmental disclosure perusahaan. Sedangkan Kinerja lingkungan
berperan sebagai aspek yang memperkuat/memperlemah pengaruh

antara kinerja ekonomi dan environmental disclosure perusahaan.
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Tabel 6. Model akhir penelitian tata kelola dan
Environmental Disclosure

Variabel Variabel Variabel Variabel
Independent Intervening Moderating Dependent
Kinerja
Lingkungan
Tata Kelola ——p|  Kinerja Ekonomi —| Environmental
»| Disclosure
Perusahaan

Setelah pengujian, didapatkan model akhir penelitian seperti tabel
di atas dengan diskusi menarik mengenai hubungan integrasi di antara
kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan environmental disclosure.
Sedangkan pada hubungan tata kelola perusahaan telah dibuktikan
memiliki pengaruh yang positif pada Kkinerja ekonomi dan
environmental disclosure. Tata kelola perusahaan secara positif
mempengaruhi pengembalian ekuitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik merupakan elemen penting dalam
memulihkan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan
dan membantu perusahaan untuk memulihkan efisiensi dalam
pengembalian modal sehingga pengambil  kebijakan  perlu
mengapresiasi peran tata kelola dalam pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kualitas keputusan yang dibuat
olen dewan direksi mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas
sebuah perusahaan. Lebih lanjut, komposisi dewan merupakan salah
satu mekanisme tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk
menetapkan agenda sosial dan lingkungan perusahaan, mengalokasikan

sumber daya perusahaan, serta mengembangkan strategi untuk bisnis
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yang berkelanjutan termasuk menciptakan citra perusahaan dengan
meningkatkan kesadaran publik. Akhirnya, sifat independensi pada tata
kelola perusahaan yang tinggi akan memperkuat pengungkapan
lingkungan yang berada pada posisi hukum yang lemah.

Kemudian, diskusi menarik telah ditemukan untuk menguraikan
integrasi hubungan antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan
environmental disclosure. Pertama, hubungan kinerja ekonomi dan
environmental disclosure. Kinerja ekonomi yang dicerminkan melalui
faktor ROA memiliki pengaruh negatif pada pengungkapan
lingkungan. Profitabilitas merupakan aspek penting untuk membangun
kepercayaan calon investor dalam investasi. Tantangan perusahaan di
tengah isu lingkungan yang ketat saat ini adalah tentang bagaimana
tetap mempertahankan kinerja ekonominya di tengah pengeluaran
berkelanjutan untuk lingkungan. Perusahaan yang mengharapkan
keseimbangan antara perolehan profitabilitas perusahaan dan
pengungkapan lingkungan akan menyebabkan efisiensi. Efisiensi pada
pengelolaan lingkungan akan menyebabkan berkurangnya biaya
lingkungan. Kedua, dampak kinerja lingkungan pada hubungan kinerja
ekonomi dan environmental disclosure. Kinerja lingkungan
memperlemah kinerja ekonomi yang diwakilkan melalui faktor ROE
pada environmental disclosure. Kinerja lingkungan dengan biaya
berlebihan dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh akan
memperlemah permodalan perusahaan dan berujung pada lemahnya
tingkat pengungkapan perusahaan. Masalah ini merujuk pada
pengaturan dan pengelolaan yang efisien. Berdasarkan diskusi di atas,
aspek pada kinerja ekonomi memiliki dampak yang beragam. Pada
hubungan langsung dengan environmental disclosure, ROA yang
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berpengaruh. Namun, ketika melibatkan kinerja lingkungan, faktor

ROE yang berpengaruh.

4.5 Penutup

Tata kelola perusahan merujuk pada seperangkat sistem, proses,
aturan, dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan hubungan antar
pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian tujuan
perusahaan. Tata kelola yang baik harus mengikuti lima prinsip utama
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta
kewajaran dan kesetaraan. Walaupun demikian dalam implementasinya
di masa mendatang, tata kelola masih memiliki berbagai kendala yang
dihadapi. Sebuah perusahaan yang dapat mentaati dan melaksanakan
praktik tata kelola dengan baik berpotensi mengurangi konflik akibat
asimetri informasi, masalah agensi, dan membantu perusahaan
meningkatkan akuntabilitas di hadapan publik sehingga nilai
perusahaan akan meningkat. Selain itu, kehadiran tata kelola sangat
memungkinkan perusahaan meningkatkan kemampuan dalam
pengungkapan lingkungan.

Bab ini juga telah mengkonfirmasi hubungan tata kelola, kinerja
ekonomi, kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan melalui
penelitian. Hasil dari penelitian telah menemukan beberapa faktor baru
yang memiliki kontribusi dalam pengungkapan lingkungan yaitu tata
kelola perusahaan dan kinerja ekonomi. Kedua faktor tersebut menjadi
pertimbangan yang harus ditingkatkan oleh manajemen untuk

mendorong kinerja perusahaan yang sustainable.
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BAB V
KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE

5.1 Bentuk Keterlibatan Pemerintah

Lingkungan menjadi aspek penting dalam mempertahankan
kelangsungan hidup manusia. Karenanya, perusahaan-perusahaan
sebagai bagian dari lingkungan wajib mengelola dan menjaga
lingkungan dari kebijakan global hingga hal-hal yang lebih mendetail
mengenai pengelolaan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat telah
menekan perusahaan untuk melibatkan aspek non-keuangan berupa
sosial dan lingkungan ke dalam aktivitas bisnis mereka. Namun
disebabkan sifat sukarela dalam pelaporan kinerja dan pengungkapan
lingkungan maka kehadiran pemerintah dilibatkan sebagai pengontrol
eksternal bagi perusahaan. Aspek kontrol dilakukan dengan berbagai
cara seperti peraturan perizinan usaha, program unggulan seperti
PROPER, peraturan perundang-undangan, dan evaluasi yang harus
dilewati oleh perusahaan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK). Ini berarti aspek kontrol yang dilakukan oleh
pemerintah telah mengindikasi keseriusan dan komitmen tinggi
pemerintah Indonesia untuk mengatur perusahaan dan masyarakat

dalam pelestarian lingkungan.

5.2 Perusahaan dengan Kepemilikan Pemerintah

Selain menjadi aspek pengontrol eksternal, pemerintah juga dapat
menjadi salah satu pemilik dalam sebuah perusahaan. Istilah ini dikenal
di Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di mana
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kepemilikan perusahaan dengan label tersebut berada pada naungan
negara dan sekaligus menjadi usaha untuk mendapatkan pendapatan
negara dan melayani kepentingan masyarakat. Perusahaan dengan
kepemilikan pemerintah diartikan sebagai perusahaan yang sebagian
besar atau bahkan keseluruhan modalnya berasal dari kekayaan
pemerintah yang dipisahkan. Perusahaan ini didirikan untuk melayani
masyarakat di berbagai aspek seperti keuangan perbankan, transportasi,
telekomunikasi, power, dan energi.

Kehadiran perusahaan ini menjadi aspek penting dalam
mendukung kebijakan ekonomi, produksi sumber daya alam untuk
masyarakat, dan pelopor usaha untuk sektor yang belum diminati oleh
swasta. Terdapat tiga jenis perusahaan dengan kepemilikan pemerintah
di Indonesia vyaitu perusahaan Perseroan, perusahaan Perseroan
Terbatas, dan Perusahaan Umum.

1. Perusahaan Perseroan merupakan perusahaan yang modalnya
berbentuk saham dengan kepemilikan mayoritas atau paling sedikit
51% saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan ini
dikenal dengan istilah Persero seperti PT PLN, PT Pos Indonesia,
PT Pertamina, PT Telkom, Garuda Indonesia, dan lain sebagainya.

2. Perusahaan Terbatas merupakan perusahaan yang saham dan modal
yang dimiliki memenuhi kriteria tertentu atau perusahaan yang
melakukan penawaran umum yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Perusahaan ini dikenal dengan istilah Persero
Tbk seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Astra Internasional
Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan lain sebagainya.

3. Perusahaan Umum merupakan perusahaan yang bertugas untuk

melayani kepentingan masyarakat dengan kepemilikan keseluruhan
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modalnya tidak berbentuk saham dan berasal dari pemerintah.
Perusahaan ini lebih dikenal dengan istilah Perum seperti Perum
Perumahan Umum Nasional, Perum Pegadaian, Perum Peruri, dan
lain sebagainya.

Selain perusahaan-perusahaan milik pemerintah terdapat pula
Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS di mana kepemilikan modalnya
berasal dari swasta untuk mendapatkan keuntungan serta Badan Usaha
Milik Daerah atau BUMD di mana kepemilikan modalnya sebagian
besar berasal dari daerah.

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah biasanya diukur
dengan cara membuat rasio antara persentase saham yang dimiliki oleh
pemerintah dengan persentase total saham yang beredar (Ifada &
Indriastuti, 2021); (Farhan & Freihat, 2021); (Amosh & Mansor, 2020).
Perusahaan ini  memiliki ciri-ciri perusahaan publik. Ini berarti,
operasional perusahaan bebas dari pengawasan siapa pun. Perusahaan
dapat menaati peraturan karena direksi di perusahaan tersebut
merupakan pilihan pemerintah. Namun menjadi sorotan publik
dibandingkan dengan perusahaan swasta lain karena masyarakat
menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk menilai perusahaan
publik tersebut. Selain itu, perusahaan milik pemerintah harusnya tidak
hanya fokus pada kemakmuran pemegang saham, tetapi juga dituntut

untuk bersedia melegitimasi perusahaan agar tetap berjalan stabil.

5.3 Dampak Kepemilikan Pemerintah dalam Environmental
Disclosure
Dalam hal peraturan lingkungan, pemerintah dapat mencoba

menekan perusahaan untuk mematuhi peraturan lingkungan dan
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mengungkapkan kegiatan terkait dalam pelaporan mereka melalui
kepemilikan pemerintah. Perusahaan milik pemerintah secara
signifikan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah karena pendanaan
sebagian besar atau bahkan keseluruhan berasal dari pemerintah.
Pemerintah sebagai institusi sosial memiliki kekuasaan koersif dari
negara melalui penegakan hukum untuk mengontrol perilaku aktor-
aktor sosial lainnya, termasuk pada level organisasi (Alshbili et al.,
2020). Dengan demikian, kepemilikan pemerintah diharapkan dapat
menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi
tambahan, karena badan pemerintah dipercaya oleh publik dan perlu
memenuhi harapan publik.

Terdapat diskusi menarik di antara para peneliti yang memiliki
hasil beragam terkait pengaruh perusahaan dengan kepemilikan
perusahaan terhadap kinerja lingkungan dan environmental disclosure.
Sebagian menemukan hubungan positif di mana kepemilikan
pemerintah secara signifikan dapat meningkatkan kinerja lingkungan
dan environmental disclosure dikarenakan pengaruh tekanan yang
diberikan oleh pemerintah untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Namun, sebagian menemukan hubungan negatif di mana semakin
pemerintah terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan maka
kinerja lingkungan dan environmental disclosure-nya juga akan
semakin buruk. Seperti pada kasus Vietnam, Pham et al., (2020)
menemukan bahwa mayoritas perusahaan dimiliki oleh pemerintah.
Namun intervensi yang dihasilkan justru semakin memperburuk kinerja
lingkungan perusahaan karena bagian kepedulian terhadap lingkungan
masih rendah dan belum menjadi prioritas pemerintah. Hasil kajian

juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat keberagaman struktur
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kepemilikan perusahaan (bukan hanya dimiliki oleh pemerintah saja)
justru  meningkatkan  kemampuan pengungkapan lingkungan
perusahaan di negara tersebut. Argumen tersebut diperkuat oleh
Alshbili et al., (2020) yang menyatakan bahwa negara-negara yang
memiliki sistem tata kelola yang buruk (yaitu negara dengan tingkat
kecurangan dan korupsi yang tinggi) dapat menyebabkan praktik
Kinerja tanggung jawab sosial lingkungan yang buruk. Hal ini
menunjukkan bahwa koneksi politik di perusahaan milik pemerintah
merendahkan tindakan penegakan hukum melalui pejabat yang korup
dan melemahkan regulasi dari otoritas. Diskusi tersebut membawa kita
pada sebuah kesimpulan bahwa keterlibatan pemerintah dalam
pengungkapan lingkungan memiliki hasil yang berbeda dan bergantung
pada komitmen pemerintah dan kondisi politik di masing-masing

negara.

5.4 Pendekatan Research: Perusahaan dengan Kepemilikan

Pemerintah

Pendekatan penelitian telah dilakukan dan dipublikasikan dalam
Ifada & Indriastuti (2021) mengenai government ownership atau
perusahaan dengan  kepemilikan  pemerintah. Data  diambil
menggunakan teknik metode purposive sampling dan diperoleh
sejumlah 53 perusahaan publik di pasar berkembang (emerging market)
yang memenuhi kriteria dengan data yang lengkap. Penelitian ini
diadakan untuk menemukan hubungan antara government ownership,
operasi internasional, independensi dewan, dan environmental
disclosure. Berdasarkan pada kajian literatur, model awal penelitian
telah terbentuk seperti pada tabel berikut.
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Tabel 7. Model awal penelitian perusahaan dengan
kepemilikan pemerintah

Variabel Independent Variabel Dependent

Environmental Disclosure

Government ownership \
Operasi Internasional >

Independensi Dewan

Pada model awal penelitian diperoleh tiga variabel independen
yaitu government ownership, operasi internasional, dan independensi
dewan; sedangkan environmental disclosure berperan sebagai variabel
dependen. Ketiga variabel independen diharapkan memiliki hubungan
yang positif untuk membantu environmental disclosure perusahaan.

Tabel 8. Model akhir penelitian perusahaan dengan
kepemilikan pemerintah

Variabel Independent Variabel Dependent

Government ownership \
rasi Internasional . .
Operasi Internasiona | Environmental Disclosure

Independensi Dewan

Berdasarkan hasil pengujian ketiga variabel independen yaitu
government ownership, operasi internasional, dan independensi dewan
memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan
lingkungan perusahaan. Perusahaan milik pemerintah lebih ditonjolkan
oleh masyarakat dan dianggap fokus pada kemakmuran pemegang
saham dan bersedia memenuhi kebutuhan dan legitimasi pemerintah.
Peraturan lingkungan pemerintah dapat menekan perusahaan untuk

mematuhinya dan mengungkapkan aktivitas terkait dalam pelaporan.
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Oleh karena itu, perusahaan yang memegang mayoritas saham
pemerintah akan memberikan lebih banyak tanggung jawab lingkungan
dan sosial. Hal ini disebabkan karena pemerintah memberikan
tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kemudian terkait hubungan operasi internasional dan
environmental disclosure di mana perusahaan dengan operasi
internasional harus mampu beradaptasi secara sosial dan budaya
termasuk berbagai perbedaan kebutuhan konsumen hingga peraturan
negara Yyang dipantau oleh komunitas internasional. Operasi
internasional memberikan peluang untuk mendapatkan banyak
pemangku kepentingan yang akan semakin memberi tekanan pada
perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial lingkungan.
Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan lebih proaktif tentang
tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan
environmental disclosure mereka.

Lalu, pengaruh independensi dewan pada pengungkapan
lingkungan ditemukan memiliki hubungan yang positif. Perusahaan
dengan independensi dewan tinggi memiliki pengungkapan lingkungan
yang unggul dan sangat efektif. Hal ini karena perusahaan publik
memungkinkan pemerintah memilih dewan direksinya sendiri sehingga
dapat memberikan tekanan dan pengawasan pada pengungkapan
lingkungan perusahaan. Perusahaan melakukan pengungkapan
lingkungan untuk menjaga citra perusahaan di mata pemangku
kepentingan. Seorang komisaris independen dapat fokus pada investasi
untuk keuntungan jangka panjang dengan meningkatkan kepedulian

pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan
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demikian, penelitian ini tidak mengubah prediksi kajian teoritik pada

model awal.

5.5 Penutup

Pemerintah merupakan pihak pengontrol yang berwenang untuk
mengatur perusahaan agar tidak merusak lingkungan dengan aktivitas
bisnisnya melalui berbagai peraturan perizinan, program unggulan
seperti PROPER, undang-undang, dan evaluasi akhir untuk reward dan
hukuman. Selain berperan sebagai pihak pengontrol, pemerintah juga
dapat menjadi pemilik dari sebuah perusahaan. Perusahaan dengan
kepemilikan pemerintah merupakan salah satu bentuk struktur
kepemilikan dalam perusahaan. Kepemilikan pemerintah berarti bahwa
mayoritas modal atau saham berasal dari pemerintah. Perusahaan-
perusahaan di Indonesia dengan kepemilikan ini disebut dengan
BUMN seperti Persero, Persero Terbatas, dan Perum.

Dalam peraturan lingkungan, pemerintah dengan kepemilikannya
dalam sebuah perusahaan memiliki power yang “kuat” untuk memaksa
dan menekan perusahaan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan
pemerintah lebih banyak mendapatkan sorotan dari publik sehingga
untuk menjaga citra perusahaan, pemerintah berkewajiban untuk
proaktif dalam melaksanakan kepedulian terhadap lingkungan secara
berkelanjutan. Namun demikian, perlu disadari bahwa implementasi
peran pemerintah menghasilkan intervensi yang berbeda (dapat
berpengaruh positif dan negatif) bergantung pada komitmen pemerintah

dan kondisi politik dari masing-masing negara.
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Lebih lanjut, bab ini juga telah mengkonfirmasi hubungan
government ownership, operasi internasional, independensi dewan, dan
pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian menemukan
variabel baru yang perlu mendapatkan perhatian ketika
mengimplementasikan environmental disclosure di perusahaan yaitu
government ownership dan operasi internasional. Government
ownership mengenai perusahaan dengan kepemilikan pemerintah
sedangkan operasi internasional mencerminkan kegiatan bisnis

perusahaan yang dilaksanakan di berbagai negara.
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BAB VI
IMPLEMENTASI ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT ACCOUNTING (EMA)

6.1 Pentingnya Environmental Management Accounting (EMA)

Evolusi industri telah membawa kekayaan dan kemakmuran yang
tak terukur namun menyebabkan degradasi ekologi yang tidak
disengaja seperti penggundulan hutan, pemanasan global, penurunan
keanekaragaman hayati, dan limbah beracun. Industrialisasi dan
produksi skala besar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
manusia telah mengakibatkan konsumsi dan hasil yang merugikan,
seperti berkurangnya sumber daya alam dan lingkungan serta merusak
kesehatan manusia (Sandamini et al., 2022). Karena dampak
lingkungan menjadi lebih jelas, pembuat keputusan perusahaan dipaksa
untuk menemukan solusi berkelanjutan dan jangka panjang baik di
kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas dan bisnis itu
sendiri (Nyahuna, 2022).

Setiap bisnis memiliki tanggung jawab di luar tanggung jawab
dasarnya kepada pemegang saham. Saat ini masyarakat menjadi lebih
sensitif terhadap isu perlindungan lingkungan, dan akuntansi
memainkan peran penting dengan bertindak sebagai bahasa bisnis.
Sebab itu, para manajer telah dipaksa untuk memasukkan akuntansi
lingkungan ke dalam kegiatan bisnis mereka untuk memenuhi kegiatan
lingkungannya. Sistem ini memungkinkan penggabungan akuntansi dan
lingkungan dan lebih dikenal dengan istilah akuntansi manajemen
lingkungan atau selanjutnya kita sebut sebagai Environmental

Management Accounting (EMA).
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EMA adalah sistem yang memungkinkan perusahaan untuk
mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis lingkungan baik
informasi keuangan maupun non-keuangan untuk meningkatkan
kemampuan keuangan dan lingkungan perusahaan secara bersamaan.
Banyak alasan yang melatarbelakangi kemunculan EMA selain tekanan
dari pemegang saham seperti standar yang disyaratkan dalam undang -
undang yang harus dilampaui, reputasi perusahaan, ukuran perusahaan,
dan kepuasan konsumen. Tujuan utama informasi EMA adalah untuk
mendukung pengambilan keputusan internal dengan mengidentifikasi
biaya lingkungan. Konsep EMA yang sehat menjadi inisiatif
pengelolaan lingkungan yang meningkatkan nilai pemegang saham
perusahaan. Ciri-ciri konsep EMA yang sehat dapat dilihat melalui:

a. Kemampuan dalam menggunakan manfaat finansial dan ekonomi
dan penghematan biaya dari tindakan perlindungan lingkungan;

b. Kemampuan mengidentifikasi jumlah perlindungan lingkungan yang
optimal untuk mewujudkan kesuksesan finansial dan ekonomi yang
maksimal.

Lebih lanjut, Ong et al. (2019) telah mengklasifikasikan indikator
pengukuran EMA ke dalam beberapa aspek di antaranya:

1. Biaya Lingkungan, berhubungan dengan mengidentifikasi biaya
terkait lingkungan; mengalokasikan biaya terkait lingkungan untuk
proses produksi; mengalokasikan biaya terkait lingkungan ke
produk; membuat dan menggunakan akun biaya terkait ling-
kungan; serta meningkatkan manajemen biaya terkait lingkungan.

2. Peraturan Lingkungan, berhubungan dengan kesesuaian dengan
peraturan; memantau regulasi lingkungan; kesesuaian dengan

prosedur lingkungan; dan memperbaiki regulasi lingkungan.
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3. Keamanan Lingkungan, berhubungan dengan meningkatkan
kesadaran lingkungan; kesesuaian dengan keamanan lingkungan;
dan menyediakan persyaratan keamanan.

4. Komitmen Manajemen, berhubungan dengan meningkatkan
prosedur untuk keamanan lingkungan; meningkatkan program
lingkungan; serta terlibat dalam pengambilan keputusan
lingkungan.

5. Fokus pada konsumen, berhubungan dengan mengurangi masalah
lingkungan; meningkatkan kepuasan pelanggan; meningkatkan
kebutuhan pelanggan; dan mendorong ramah lingkungan.

EMA muncul karena ketidakmampuan sistem akuntansi
manajemen konvensional untuk menangkap masalah lingkungan. EMA
dianggap sebagai jembatan antara akuntansi manajemen dan
manajemen lingkungan. Akuntansi sebagai badan aturan mengenai
tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan memainkan peran
penting dalam EMA dan pembangunan berkelanjutan. Peran ini
semakin diperkuat oleh fakta bahwa informasi akuntansi membentuk
dasar dari keputusan manajemen. Umumnya, EMA fokus pada rencana,
memantau target kinerja, berbagi praktik yang dapat diterima di seluruh
organisasi, dan mengintegrasikannya dalam proses pelaporan keuangan
untuk peningkatan Kkinerja. Oleh karenanya, untuk mencapai
keberlanjutan lingkungan dan keuangan secara bersamaan, sangat
penting untuk mengidentifikasi bagaimana manajer perusahaan
memutuskan atau membuat keputusan tentang praktik EMA yang akan

digunakan.
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6.2 Kelompok dan Dimensi Environmental Management Accounting
(EMA)

Burritt et al. (2002, 2005) menyatakan bahwa berdasarkan jenis
informasi, EMA terbagi menjadi dua kelompok vyaitu dampak
lingkungan pada situasi ekonomi perusahaan atau dikenal sebagai
Monetary Environmental Information dan dampak perusahaan pada
ekologi lingkungan atau dikenal sebagai Physical Environmental
Information. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Monetary Environmental Information, merujuk pada semua
dampak perusahaan pada stok dan arus keuangan masa lalu,
sekarang atau masa depan yang dinyatakan dalam unit moneter
misalnya, pengeluaran untuk produksi; biaya denda karena
melanggar undang-undang lingkungan; nilai moneter dari aset
lingkungan, dan lain-lain. Informasi ini digunakan dalam Monetary
Environmental Management Accounting (MEMA). MEMA adalah
sistem akuntansi dan alat yang menyediakan dasar untuk sebagian
besar keputusan manajemen internal, melacak, dan menangani
biaya dan pendapatan dalam bentuk moneter yang dikeluarkan
karena dampak perusahaan pada lingkungan.

2. Physical Environmental Information, merujuk pada jumlah energi
dan material di masa lalu, sekarang, dan masa mendatang yang
berdampak pada ekologi lingkungan dalam satuan fisik seperti
kilogram, meter kubik, atau Joule misalnya, kilogram bahan per
pelanggan yang dilayani atau Joule energi yang digunakan per unit
produk. Informasi ini digunakan dalam Physical Environmental
Management Accounting (PEMA). PEMA sebagai pendekatan

akuntansi lingkungan internal berfungsi sebagai: (1) alat analisis
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yang dirancang untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan
ekologis; (2) teknik pendukung keputusan terkait dengan
menyoroti kualitas lingkungan relatif; (3) alat pengukuran yang
merupakan bagian integral dari tindakan lingkungan lainnya seperti
eko-efisiensi; (4) alat untuk mengendalikan konsekuensi
lingkungan langsung dan tidak langsung; (5) alat akuntabilitas
yang memberikan dasar netral dan transparan untuk komunikasi
internal dan, tidak langsung, eksternal; dan (6) alat yang
kompatibel dan saling melengkapi dengan seperangkat alat yang
sedang dikembangkan untuk membantu mempromosikan
pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis.

Berdasarkan pemahaman dasar akuntansi lingkungan, kumpulan
sistem akuntansi lingkungan yang berbeda di atas dapat diposisikan
dalam kerangka akuntansi sebagai berikut Gambar 1 dan Tabel 9 secara
lebih detail (Burritt et al., 2002, 2005).
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MEMA meliputi:

a.

Monetary Environmental Management Accounting (MEMA) sebagai
lingkungan internal akuntansi dinyatakan dalam satuan moneter;
External Monetary Environmental Accounting (EMEA) sebagai
lingkungan eksternal akuntansi dan pelaporan yang dinyatakan
dalam satuan moneter; dan

Akuntansi lingkungan moneter lainnya, seperti akuntansi pajak

lingkungan.

Sedangkan PEMA meliputi:
a. Physical Environmental Management Accounting (PEMA) sebagai

lingkungan internal akuntansi dinyatakan dalam satuan fisik;

b. External Physical Environmental Accounting (EPEA) sebagai
akuntansi lingkungan eksternal dalam satuan fisik; dan
c. Akuntansi lingkungan fisik lainnya, seperti akuntansi lingkungan
peraturan dalam satuan fisik.
Tabel 9. Kerangka dan alat detail EMA
EMA
MEMA PEMA
Fokus Jangka Fokus Jangka | Fokus Jangka | Fokus Jangka
Pendek Panjang Pendek Panjang
Pengumpulan Akuntansi Pengeluaran Akuntansi Akuntansi
informasi biaya modal dan aliran material | dampak modal
rutin lingkungan pendapatan dan energi lingkungan
(misalnya yang didorong (dampak (atau alam)
biaya variabel, | oleh lingkungan | jangka pendek
biaya terhadap
penyerapan, lingkungan —
dan biaya tingkat produk,
Orientasi berdgs_arkan lokasi, divisi,
Masa aktivitas) dan
Lampau perusahaan)
Pengumpulan Penilaian ex Biaya siklus Penilaian ex Persediaan
informasi post dari hidup post dari siklus hidup
ad hoc keputusan lingkungan (dan dampak Pasca investasi
(berdasarkan penetapan target) Penilaian lingkungan penilaian
kebutuhan) biaya pasca investasi | jangka pendek penilaian
lingkungan untuk masing- (misalnya situs investasi
yang relevan masing proyek atau produk) lingkungan
fisik
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EMA
MEMA PEMA
Fokus Jangka Fokus Jangka | Fokus Jangka | Fokus Jangka
Pendek Panjang Pendek Panjang
Pengumpulan | Penganggaran Perencanaan Penganggaran
informasi operasional keuangan lingkungan Perencanaan
rutin lingkungan jangka panjang fisik (aliran lingkungan
moneter lingkungan dan stok) fisik jangka
(aliran) (misalnya panjang
Penganggaran penganggaran
modal berbasis
lingkungan aktivitas aliran
Orientasi moneter material dan
Masa (saham) energi)
Depan Pengumpulan Biaya Penilaian Dampak Penilaian
informasi lingkungan investasi proyek lingkungan investasi
ad hoc yang relevan lingkungan yang relevan lingkungan
(berdasarkan (misalnya moneter (misalnya fisik Analisis
kebutuhan) pesanan Penganggaran mengingat siklus hidup
khusus, bauran siklus hidup kendala jangka | proyek tertentu
produk dengan lingkungan dan pendek pada
batasan kegiatan)
kapasitas) penetapan
harga target

Sumber: (Burritt et al., 2002, 2005)

Berdasarkan tabel di

atas terdapat kelima dimensi

yang

terkandung dalam kerangka EMA di antaranya: internal vs. eksternal;
Klasifikasi fisik vs. moneter, kerangka waktu masa lalu dan masa
depan, jangka pendek dan panjang, dan pengumpulan informasi ad hoc
vs. rutin. Alat akuntansi ini dapat ditetapkan berdasarkan skema
Klasifikasi yang dibuat oleh lima dimensi ini.

6.3 Hubungan Strategi

Lingkungan, Sistem Pengendalian

Lingkungan, dan Environmental
(EMA)

Strategi lingkungan mengarah sebagai serangkaian inisiatif yang

Management Accounting

dapat mengurangi dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan melalui

produk, proses, dan kebijakan perusahaan seperti pengurangan
konsumsi energi dan limbah, penggunaan green resource yang

berkelanjutan, dan penerapan sistem manajemen lingkungan. Isu
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lingkungan yang memicu kemampuan perusahaan untuk menetapkan
strategi lingkungan yang proaktif menjadi perhatian manajemen saat
ini. Perusahaan yang memiliki strategi orientasi proaktif mengarah pada
peningkatan kinerja lingkungan yang akan memunculkan berbagai
penggunaan indikator  kinerja  lingkungan  seperti  strategi
pengembangan lingkungan proaktif, sistem informasi lingkungan dan
sistem pengendalian manajemen lingkungan.

Penggunaan EMA dan sistem pengendalian lingkungan di
perusahaan menjadi bagian dari strategi lingkungan perusahaan untuk
mencapai keunggulan kompetitif (Latan et al., 2018). EMA merupakan
pendekatan untuk mengungkapkan informasi yang membantu
perusahaan memenuhi tanggung jawab terhadap lingkungan serta
mencapai kinerja lingkungan dan keuangan yang lebih baik. Sedangkan
sistem pengendalian manajemen lingkungan mengacu pada seperangkat
aturan formal, rutinitas dan prosedur berbasis informasi yang
digunakan manajer untuk mempertahankan atau mengubah pola dalam
kegiatan organisasi, khususnya mengenai aspek lingkungan dari kinerja
organisasi (Gibassier & Alcouffe, 2018). Sistem pengendalian
lingkungan ini memastikan manajer menggunakan sumber daya yang
tersedia secara efektif dan efisien untuk mempromosikan kinerja
lingkungan. Selain itu, sistem pengendalian ini menjadi strategi
keberlanjutan yang kuat untuk melihat lebih dalam kontrol
administratif dan dapat diimplementasikan dalam budaya perusahaan
sehingga dapat menjadi kontrol yang kuat untuk penanaman kepedulian
lingkungan dalam perusahaan. Dengan demikian, keduanya dirancang
untuk memenuhi tujuan perusahaan dalam rangka mencapai Kinerja

lingkungan yang berkelanjutan.
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6.4  Environmental Management Accounting (EMA) dan Kinerja

Lingkungan

Area utama untuk penerapan EMA adalah dalam penetapan harga
produk, penganggaran, penilaian investasi, penghitungan biaya, dan
penghematan proyek lingkungan, atau penetapan target kinerja terukur.
Perusahaan yang menerapkan EMA dan mengupayakan Kinerja
lingkungan yang baik akan menggunakan berbagai program lingkungan
yang mengurangi penggunaan sumber daya alam di lini produksi, biaya
produksi lebih rendah, dan meningkatkan produktivitas. Komitmen
terhadap praktik EMA yang kuat berpotensi meningkatkan efisiensi
perusahaan untuk mengurangi biaya operasi dan mengoptimalkan
konsumsi energi dan sumber daya. Alhasil, kinerja lingkungan yang
didukung oleh praktik EMA yang baik akan memberikan efek positif
terhadap Kkinerja keuangan perusahaan dan sekaligus mencapai
keberlanjutan.

Lebih lanjut, perusahaan memperkuat legitimasi mereka di
masyarakat dengan menerapkan proses dan prosedur dalam operasi
bisnis yang ramah lingkungan, memenuhi harapan masyarakat, dan
mengungkapkan informasi ini dalam laporan tahunan. Penerapan EMA
telah mengubah praktik pelaporan perusahaan dan diharapkan dapat
memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana fungsi
pengelolaan lingkungan di dalam perusahaan dapat tercermin dan
dibagikan kepada masyarakat. Perusahaan yang mengungkapkan
informasi lingkungan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pelaporan mereka. Lalu secara umum, EMA memberikan fasilitas baik
dalam pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari analisis biaya dan
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manfaat lingkungan termasuk mengungkapkan informasi tersebut
kepada pemangku kepentingan. Diskusi ini membawa kita pada sebuah
kesimpulan bahwa pada akhirnya praktik EMA dirancang dan
diimplementasikan untuk meningkatkan pengukuran informasi

lingkungan perusahaan.

6.5 Pendekatan Research: Environmental Management Accounting

(EMA)

Pendekatan penelitian telah dilakukan mengenai Environmental
Management Accounting (EMA). Data yang diperoleh 492 perusahaan
publik di kawasan Asia-Pasifik yang diambil dari tahun 2007 hingga
2019. Penelitian ini diadakan untuk menemukan hubungan antara
Environmental Management Accounting (EMA), kinerja lingkungan
dan environmental disclosure. Berdasarkan pada kajian literatur, model

awal penelitian telah terbentuk seperti pada tabel berikut.

Tabel 10. Model awal penelitian Environmental Management Accounting

(EMA)
. . . Variabel
Variabel Independent Variabel Intervening
Dependent
Kinerja Lingkungan
Environmental / \A Environmental
- Di
Management < Disclosure
Accounting (EMA) Kinerja Lingkungan/

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama yaitu EMA
sebagai variabel independen, kinerja lingkungan sebagai variabel

intervening, dan environmental disclosure sebagai variabel dependen.
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Penelitian diadakan untuk mengetahui empat kondisi di antaranya:
pengaruh EMA pada kinerja lingkungan; EMA pada environmental
disclosure; kinerja lingkungan pada environmental disclosure; serta
untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan menjadi variabel mediasi
yang mempengaruhi hubungan tidak langsung EMA dan environmental
disclosure.

Tabel 11. Model akhir penelitian Environmental Management Accounting
(EMA)

. . ) Variabel
Variabel Independent Variabel Intervening
Dependent

Kinerja Lingkungan

Environmental Environmental

Disclosure
Management /’
Accounting (EMA)

Kinerja Lingkungan

Setelah pengujian didapatkan dua hipotesis yang tidak
berpengaruh signifikan yaitu pengaruh EMA pada environmental
disclosure; dan pengaruh Kkinerja lingkungan dalam memediasi
hubungan EMA pada environmental disclosure. Hal ini mengindikasi
bahwa baik dalam pengaruh secara langsung maupun tidak langsung
EMA justru tidak dapat berpengaruh pada pengungkapan lingkungan
perusahaan. Implementasi EMA memberikan informasi akuntansi
lingkungan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi namun
perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi lingkungan jika
penerapan EMA mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan.
Selain itu, sifat pelaporan yang sukarela menyebabkan perusahaan
memiliki keleluasaan untuk melaporkan atau tidak melaporkan
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informasi tersebut. Hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi
lebih selektif dalam mengungkapkan informasi ke publik serta tidak
melakukan greenwashing dengan tidak melaporkan informasi yang
tidak perlu secara berlebihan.

Lebih lanjut, dua hipotesis lain yang ditemukan memiliki
pengaruh signifikan adalah pengaruh EMA pada kinerja lingkungan;
dan pengaruh kinerja lingkungan pada environmental disclosure. EMA
mendorong efisiensi dalam pengelolaan lingkungan khususnya pada
efisiensi biaya sehingga tidak mengganggu profitabilitas yang dimiliki.
EMA pada akhirnya mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan,
kinerja keuangan, dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan.
Lalu, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan
melaporkan informasi lingkungan kepada publik agar investor dan
pemangku kepentingan lainnya mendapat informasi tentang inisiatif
lingkungan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan

di mata publik.

6.6 Penutup

Perkembangan industri dalam memenuhi kebutuhan manusia
melahirkan kemakmuran sekaligus secara sengaja maupun tidak
sengaja menghasilkan degradasi lingkungan. Sensitivitas masyarakat
dan pemangku kepentingan menekan perusahaan untuk berusaha
mencari solusi dan mencapai keberlanjutan. Kondisi ini memunculkan
peran akuntansi untuk dilibatkan dalam manajemen lingkungan
perusahaan. EMA terbukti menjadi alat yang efisien yang
menggabungkan kapasitas produktif dan kemampuan teknologi

informasi, manajemen dan akuntansi untuk memenuhi tujuan organisasi
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dan lingkungan perusahaan. Aspek EMA berguna dalam memberikan
pengelolaan ekologi dengan menyediakan ketersediaan data internal
dan eksternal untuk memperkuat keputusan lingkungan dan
perusahaan. EMA menjadi bagian dari strategi lingkungan perusahaan
yang bertugas untuk memastikan efisiensi biaya lingkungan. Selain itu,
dalam prosesnya, sistem pengendalian lingkungan bertugas untuk
memastikan implementasi EMA berjalan sesuai prosedur yang ada.

Bab ini telah mengkonfirmasi hubungan EMA, Kinerja
lingkungan, dan environmental disclosure. Berdasarkan hasil penelitian
ditemukan aspek yang membantu meningkatkan environmental
disclosure yaitu kinerja lingkungan dan Kkinerja lingkungan yang

diperkuat oleh implementasi sistem EMA.

64



BAB VII
URGENSI INSTITUTIONAL PRESSURE PADA
PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN

7.1 Teori Kelembagaan

Meningkatnya masalah lingkungan berbanding lurus dengan
meningkatnya tekanan dari berbagai pihak kepada perusahaan. Saat ini
perusahaan berada di bawah tekanan untuk membuat operasi bisnis
yang ramah lingkungan secara berkelanjutan dengan cara bekerja sama
dengan pemerintah atau berkolaborasi dengan perusahaan lainnya.
Banyak perusahaan menghadapi tekanan tersebut dengan mengontrol
dampak negatif operasi bisnis pada lingkungan dan menyediakan
informasi tentang lingkungan untuk memuaskan pengguna internal dan
eksternal yang membutuhkan. Dengan kata lain, mereka harus
mencapai kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan saat menghadapi
tekanan institutional yang datang atau selanjutnya kita sebut sebagai
institutional pressure.

Institutional pressure muncul dari sebuah teori bernama teori
kelembagaan atau teori institutional. Teori ini diterjemahkan oleh
beberapa peneliti sebagai teori yang digunakan untuk memahami
berbagai faktor eksternal yang mengajak perusahaan untuk mengadopsi
dan memulai suatu praktik baru (Saeed et al., 2018); mengarah pada
wawasan Kritis dan alasan khusus yang berdampak pada pengambilan
keputusan perusahaan termasuk bagaimana perusahaan mendapatkan
legitimasi atau pengakuan dengan mengikuti norma dan perilaku yang
umum (Lee et al., 2022); juga mendeskripsikan berbagai tekanan yang

membuat perusahaan mengambil sebuah langkah perubahan
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(Wongthongchai & Saenchaiyathon, 2019). Dari diskusi di atas dapat
disimpulkan bahwa teori kelembagaan merupakan wawasan Kritis dan
alasan khusus dari berbagai faktor eksternal yang menekan dan
mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengadopsi praktik baru
dalam bisnis untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan.
Institutional atau kelembagaan merupakan sebuah proses di mana
organisasi atau aktor individu memperoleh dan memelihara seperangkat
makna, keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang jika digabungkan,
cenderung mengarah pada ke keragaman perilaku (Negash & Lemma,
2020). Selain memiliki sistem produksi, lembaga atau institusi atau
organisasi bahkan perusahaan merupakan bagian dari sistem dengan
budaya mereka sendiri. Keputusan perusahaan diambil berdasarkan
pada seperangkat norma, budaya, dan perilaku di bawah pengaruh
lingkungan eksternal. Hal ini merujuk pada kondisi ketika semua
organisasi atau perusahaan pada lingkup industri yang sama
mengadopsi praktik yang dilembagakan secara umum, dengan
pengambilan keputusan yang serupa, maka saat itu mereka sedang
melegitimasi diri mereka sendiri (Saeed et al., 2018). Lalu, legitimasi
ini disadari oleh perusahaan berbanding lurus dengan total keuntungan
ekonomi yang akan di dapatkan sehingga memperhatikan faktor
institutional pressure menjadi hal penting penunjang keberhasilan.
Total keuntungan ekonomi yang didapatkan berasal dari pengakuan dan
kepercayaan pihak eksternal atas implementasi tuntutan dan desakan
yang diajukan. Walaupun demikian, pemenuhan tuntutan yang
berdampak pada sosial dan lingkungan menjadi orientasi utama

sebelum keuntungan ekonomi perusahaan tersebut.
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7.2 Jenis Institutional Pressure

Pressure merujuk pada tekanan atau desakan atau tuntutan yang
kuat. Dalam teori kelembagaan, tekanan dipetakan menjadi tiga jenis
yaitu tekanan koersif, tekanan normatif, dan tekanan mimetik. Berikut
adalah penjelasannya:

Tekanan koersif, merupakan serangkaian tekanan formal atau
informal dari organisasi yang berpengaruh di mana perusahaan
bergantung karena sumber daya tertentu atau karena mematuhi hukum,
atau bahkan harapan masyarakat. Tekanan koersif cenderung dimulai
dalam Undang-Undang, peraturan, dan praktik. Perusahaan yang tidak
mengikuti dapat dihukum dan dipaksa menjalani tindakan disipliner
yang tegas. Tekanan-tekanan ini dapat berupa ajakan oleh badan-badan
industri untuk bergabung dengan mereka dalam rangka mendapatkan
keuntungan, atau untuk dilarang/denda karena tidak mematuhi Undang-
Undang atau peraturan pemerintah tertentu.

Tekanan normatif, merujuk pada hasil dari norma dan standar
tertentu yang diformalkan oleh lingkungan atau ekspektasi budaya
terhadap lingkungan tertentu. Dalam hal ini perusahaan berada di
bawah tekanan untuk menentukan atau membentuk operasi mereka
sendiri untuk mencapai daya saing dan tetap bertahan di industri.
Tekanan normatif datang dari asosiasi industri, asosiasi perdagangan,
media, dan aktor sosial lainnya seperti pemasok dan pelanggan yang
memungkinkan perusahaan untuk belajar tentang inovasi bersama
dengan manfaat dan biaya asosiasi mereka. Kelompok yang berbeda
dapat menjadi sumber tekanan normatif termasuk institusi pendidikan

yang menanamkan perilaku kognitif; profesional dari kelompok dan
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asosiasi industri; lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
berkepentingan dengan industri tertentu; dan masyarakat umum.

Tekanan mimetik, berperan dalam mendorong perusahaan untuk
menghindari ketidakpastian dan risiko dengan meniru atau mereplikasi
proses atau struktur perusahaan lain yang sukses. Jika terjadi perubahan
signifikan dalam lingkungan eksternal yang menimbulkan ancaman
bagi keberadaannya, perusahaan mencari panutan yang mereka yakini
berhasil menghadapi tantangan eksternal tersebut untuk mencoba
memodifikasi diri sesuai dengan model organisasi tersebut. Hasil
peniruan dapat dikenali dalam bentuk penyebaran kesamaan antar
perusahaan.

Teori institusional menggambarkan perubahan yang muncul di
dalam perusahaan karena situasi yang menyebabkan tekanan tidak
langsung. Untuk menciptakan sebuah perusahaan yang efektif, teori
kelembagaan memberikan gambaran tentang tiga faktor untuk
dipelajari yaitu dukungan manajemen puncak, tekanan pesaing, dan
tekanan pelanggan.

Penanganan manajemen puncak atas kebijakan organisasi dan
manajemen strategis mereka menentukan pedoman perusahaan untuk
beroperasi di berbagai bidang untuk mencapai tujuan. Selain dukungan
manajemen yang diungkapkan melalui kebijakan, peraturan, dan arah
yang mereka ambil dengan organisasi, sumber daya yang mereka
sediakan untuk mendukung kegiatan operasional juga penting,
termasuk dana, tenaga, dan waktu.

Lalu, pesaing bisnis di industri yang sama menciptakan tekanan
untuk meningkatkan proses efisiensi dan kualitas produk. Karena
tekanan dari persaingan ini juga, perusahaan dapat meningkatkan
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kemampuan untuk belajar dan meniru pesaing dengan Kinerja yang
lebih baik.

Kemudian, permintaan pelanggan telah menjadi faktor utama
dalam menentukan desain produk dan proses. Permintaan pelanggan
adalah masalah yang sangat penting untuk bagi perusahaan terutama
dalam menanggapi dan memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam konteks
lingkungan, permintaan pelanggan dapat mencakup tuntutan untuk
mempublikasikan informasi tentang praktik perusahaan, tentang
bagaimana produk dirancang agar ramah lingkungan, dan tentang
strategi pengelolaannya. Karenanya, pelanggan memainkan peran kunci

dalam keputusan strategis perusahaan.

7.3 Dampak Institutional Pressure Pada Konteks Lingkungan di

Perusahaan

Tekanan institusional memiliki peran penting dalam Kkinerja
lingkungan, penentu strategi lingkungan, dan penerapan Environmental
Management Accounting (EMA). Misalnya, adanya peraturan hukum
yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan secara terbuka
pilihan pembuangan limbah mereka akan mendorong perusahaan untuk
secara aktif mencari pengurangan limbah sehingga menghasilkan
kinerja lingkungan yang lebih baik. Secara spesifik, tekanan
institusional adalah kekuatan yang diterapkan oleh masyarakat, profesi,
pemerintah, dan badan reguler pada organisasi untuk menerapkan
praktik pengelolaan lingkungan. Dengan kata lain tekanan institusional
menjadi faktor penentu dalam pembuatan strategi lingkungan (Kong et
al., 2022). Lebih lanjut, Wang et al. (2019) juga telah menjelaskan
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peran serta jenis tekanan koersif, normatif, dan mimetik pada
penerapan EMA dalam perusahaan. Berikut adalah penjelasannya:

Pada kasus tekanan koersif yang dilakukan oleh pemerintah dan
mitra yang kuat, perusahaan diberikan mandat untuk mengikuti praktik
bisnis berdasarkan standar dan peraturan yang ditetapkan. Standar dan
peraturan tersebut dapat bersifat wajib atau bersifat insentif dan
mempengaruhi perusahaan untuk berperilaku ramah pada lingkungan
Setiap perusahaan mengikuti peraturan tanpa syarat karena mengetahui
fakta bahwa mereka akan dihukum jika mereka melanggar kebijakan
dan peraturan sedangkan pada mekanisme insentif, perusahaan akan
mendapatkan beberapa insentif jika bersedia mengikuti kebijakan
lingkungan tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong
perusahaan untuk menerapkan EMA dengan menetapkan tujuan yang
menguntungkan. Lalu ketika perusahaan menghadapi tekanan koersif,
implementasi EMA dapat membantu mereka untuk mendapatkan
dukungan pemerintah, legitimasi sosial, dan manfaat ekonomi.

Tekanan normatif datang dari asosiasi industri, asosiasi
perdagangan, media, dan aktor sosial lainnya seperti pemasok dan
pelanggan. Pihak-pihak tersebut memainkan peran penting dalam
menciptakan norma-norma dasar untuk pelaksanaan EMA. Perusahaan
dapat memperoleh sumber daya, pengetahuan, dan keahlian manajemen
yang lebih baik melalui komunikasi dengan manajer organisasi lain dan
pejabat pemerintah. Maka itu, perusahaan akan memilih untuk
menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada untuk menghindari
hubungan buruk dengan mitra. Selain itu, di bawah tekanan dari media
dan aktor sosial lainnya, perusahaan akan menerapkan EMA untuk
menanggapi  keprihatinan publik terhadap lingkungan. Apabila
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perusahaan tidak menerapkannya maka reputasi mereka akan rusak,
dan mereka mungkin akan kehilangan sumber daya eksternal, seperti
pembiayaan bank. Pada akhirnya situasi ini membuat perusahaan
bersedia menerapkan EMA untuk mendapatkan reputasi dan
keuntungan jangka panjang.

Tekanan mimetik terjadi ketika perusahaan menghadapi
masalah dengan ketidakpastian, perusahaan mempelajari bagaimana
pesaing lain beroperasi dan meniru kesuksesan mereka. Terlebih lagi,
dikarenakan implementasi EMA saat ini mahal dengan tingkat
pengembalian finansial tidak pasti maka sangat penting untuk belajar
dari kesuksesan kompetitor. Sehingga, apabila pesaing mendapat
manfaat dari penerapan EMA, perusahaan dapat meniru praktik
tersebut. Kemudian, proses replikasi yang dilakukan akan menghemat
biaya eksplorasi dan meminimalkan biaya eksperimen yang
dikeluarkan oleh perusahaan.

Meskipun teori institusional memberikan kerangka teoritis yang
sesuai untuk memahami peran tekanan institusional dalam
mempengaruhi kinerja lingkungan namun masih terdapat keterbatasan
(Lee et al, 2022). Teori institusional cenderung mengaitkan
heterogenitas antar perusahaan dalam bidang yang berbeda. Namun,
gagal untuk menjelaskan heterogenitas dalam kinerja lingkungan yang
dihasilkan oleh perusahaan meskipun mereka berasal dalam lingkungan
kelembagaan yang sama. Pemahaman Kkinerja lingkungan yang
heterogen ini mungkin dapat disebabkan oleh karakteristik perusahaan
itu sendiri seperti proses pembelajaran perusahaan, pelatihan, dan
sumber daya perusahaan. Dengan kata lain tekanan institutional akan
memberikan dampak yang berbeda-beda pada setiap kinerja lingkungan
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perusahaan karena Dbergantung pada karakteristik dan daya

pembelajaran perusahaan.

7.4 Pendekatan Research: Tekanan Institusi

Pendekatan penelitian telah dilakukan mengenai tekanan institusi.
Penelitian menggunakan populasi dari 19.750 perusahaan publik
seluruh pasar di Negara Berkembang Asia Pasifik. Data diambil dari
Bloomberg. Berdasarkan metode purposive sampling dengan Kriteria
(1) memiliki data kepemilikan pemerintah; (2) leverage; (3) jenis
industri; (4) operasi internasional perusahaan; (5) fokus memperhatikan
lingkungan; (6) independensi dewan; (7) biaya akuntansi lingkungan;
(8) indikator kinerja lingkungan utama seperti udara, limbah, air,
energi; (9) skor pengungkapan lingkungan maka diperoleh sampel
sebanyak 80 perusahaan untuk tahun 2018. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui hubungan antara tekanan institusi, Environmental
Management  Accounting (EMA), Kkinerja lingkungan, dan
pengungkapan lingkungan. Berdasarkan pada kajian literatur, model

awal penelitian telah terbentuk seperti pada tabel berikut.

Tabel 12. Model awal penelitian tekanan institusi

. . . Variabel
Variabel Independent Variabel Intervening
Dependent

Environmental

Management Accounting

Tekanan Institusi: (EMA)

1. Koersif \

2. Normatif Er_\wronmental
Disclosure

3. Mimetik \ /

Kinerja Lingkungan
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Pada model awal, penelitian ini melibatkan empat variabel utama
yaitu tekanan institusi (terdiri dari koersif, normatif, dan mimetik)
sebagai variabel independen, EMA dan kinerja lingkungan sebagai
variabel intervening, serta environmental disclosure sebagai variabel
dependen. Terdapat 6 kondisi yang dikonfirmasi yaitu mengenai (1)
hubungan tekanan institusi (terdiri dari koersif, normatif, dan mimetik)
pada EMA; (2) hubungan tekanan institusi (terdiri dari koersif,
normatif, dan mimetik) pada kinerja lingkungan; (3) hubungan EMA
dan kinerja lingkungan; (4) hubungan tekanan institusi (terdiri dari
koersif, normatif, dan mimetik) pada environmental disclosure; (5)
hubungan EMA pada environmental disclosure; dan (6) hubungan

kinerja lingkungan pada environmental disclosure.

Tabel 13. Model akhir penelitian tekanan institusi

Variabel . . Variabel
Variabel Intervening
Independent Dependent

Environmental Management

Tekanan Institusi:/v Accounting (EMA)
1. Koersif

2. Normatif \

i »| Environmental

Disclosure
Kinerja Lingkungan /

3. Mimetik —|

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil model akhir seperti pada

tabel. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.
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Dalam hubungan tekanan institusi dan EMA, terdapat tekanan
koersif dan tekanan normatif yang berpengaruh. Apabila tekanan
koersif (dengan leverage %) dan tekanan normatif (dengan pengukuran
fokus memperhatikan lingkungan) meningkat maka penggunaan EMA
juga akan meningkat. Ini artinya semakin tinggi tekanan dari kreditor,
maka investasi perusahaan yang berorientasi pada lingkungan juga
semakin meningkat. Penggunaan green credit yang berlaku pada
sebagian besar sampel menjadi bukti peran tekanan koersif berupa
leverage pada EMA. Selain itu, semakin lama perusahaan berfokus
pada lingkungan maka akan meningkatkan alokasi EAC untuk program
lingkungan perusahaan, sehingga tekanan normatif berupa fokus
terhadap lingkungan berdampak positif terhadap penggunaan EMA
pada perusahaan.

Dalam hubungan tekanan institusi dan kinerja lingkungan,
terdapat tekanan normatif yang berpengaruh. Apabila tekanan normatif
(dengan pengukuran independensi dewan) meningkat maka kinerja
lingkungan juga akan meningkat. Ini artinya, semakin banyak
komposisi independensi dewan pada perusahaan yang menjadi
pemantau efektif pada sumber daya maka kinerja lingkungan juga akan
meningkat. Perusahaan baik yang memiliki profil rendah maupun profil
tinggi dalam sampel data penelitian ditemukan memiliki rata-rata
kinerja lingkungan yang cukup tinggi.

Dalam hubungan EMA dan kinerja lingkungan, ditemukan EMA
(diukur melalui biaya akuntansi lingkungan) memiliki dampak yang
positif pada kinerja lingkungan. EMA merupakan bagian sistem
manajemen lingkungan yang menyebabkan pengambilan keputusan
pada pemeliharaan dengan mempertimbangkan penggunaan biaya dan
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pencapaian profitabilitas perusahaan yang efektif dan efisien.
Karenanya, penggunaan EMA mendorong perusahaan untuk mencapai
kinerja lingkungan yang baik.

Dalam hubungan tekanan institusi pada environmental disclosure,
terdapat tekanan normatif dan tekanan mimetik yang berpengaruh.
Apabila tekanan normatif (dengan pengukuran independensi dewan)
dan tekanan mimetik (dengan pengukuran jenis industri) meningkat
maka pengungkapan lingkungan perusahaan juga akan meningkat. Ini
artinya proporsi independensi dewan dalam perusahaan menentukan
kemauan perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan
kepada publik. Selain itu, tekanan dari independensi dewan merupakan
aspek yang tidak dapat dikesampingkan oleh perusahaan. Kemudian,
penelitian juga telah mengkonfirmasi bahwa perusahaan dengan profil
tinggi memiliki pengungkapan lingkungan lebih baik dibandingkan
perusahaan industri profil rendah. Dengan profil tinggi perusahaan
lebih banyak mendapatkan perhatian dari publik sehingga
menyebabkan tumbuhnya tanggung jawab yang lebih besar pada
lingkungan.

Dalam hubungan EMA pada environmental disclosure ditemukan
hubungan yang tidak berpengaruh. Ini dapat diartikan bahwa alokasi
biaya akuntansi lingkungan belum tentu dapat meningkatkan
pengungkapan lingkungan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat
disebabkan karena perusahaan belum mampu mengaplikasikan
penggunaan EMA pada pengungkapan lingkungan perusahaan atau
karena sifat EMA yang menyebabkan efektivitas dan efisiensi biaya

lingkungan dan profit sehingga perusahaan memiliki hak untuk
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membatasi pengungkapan pada informasi yang benar-benar dianggap
penting oleh perusahaan.

Dalam hubungan kinerja lingkungan pada environmental
disclosure ditemukan hubungan yang positif, serta kinerja lingkungan
menjadi faktor yang memediasi hubungan tekanan normatif (dengan
pengukuran independensi dewan) pada environmental disclosure. Ini
artinya perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang tinggi tentu
saja memiliki pengungkapan lingkungan yang baik pula. Lalu pada
peran mediasi, tekanan dari independensi dewan mendesak perusahaan
untuk memberikan kinerja lingkungan terbaik terlebih dahulu sehingga
pada akhirnya berdampak pada pengungkapan lingkungan yang

semakin baik.

7.5 Penutup

Semakin berkembangnya industrialisasi maka semakin tinggi
pula degradasi lingkungan yang dihasilkan. Lalu, masalah tersebut
berbanding lurus dengan tekanan yang diberikan oleh berbagai pihak
kepada perusahaan. Hasilnya, perusahaan harus bersedia menghadapi
tekanan tersebut di tengah usahanya mencapai kinerja lingkungan dan
Kinerja keuangan. Institutional pressure merupakan desakan kuat dari
faktor eksternal. Institutional pressure muncul dari teori institusional di
mana perusahaan dipaksa untuk mempraktikkan pendekatan baru
dengan berbagai alasan khusus dari faktor eksternal untuk mendapatkan
legitimasi.

Dalam teori institusional, tekanan telah dipetakan menjadi tiga
jenis yaitu tekanan koersif, tekanan normatif, dan tekanan mimetik.

Tekanan koersif berasal dari peraturan yang harus ditaati. Biasanya
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berasal dari lembaga-lembaga asosiasi yang memiliki kuasa dan juga
pemerintah. Kemudian tekanan normatif berasal dari tuntutan
profesionalisme seperti tekanan pemasok dan pelanggan. Lalu, tekanan
mimetik berasal dari tekanan pesaing yang memiliki kinerja lebih baik
sehingga menyebabkan perusahaan melakukan replikasi praktik yang
diimplementasi untuk menghindari risiko atas ketidakpastian.

Bab ini mengkonfirmasi dampak dari tekanan institusi melalui
sebuah penelitian. Hasilnya tekanan normatif terindikasi sebagai aspek
yang mempengaruhi penggunaan EMA, kinerja lingkungan, dan
pengungkapan lingkungan. Lalu tekanan koersif ditemukan hanya
berdampak pada penggunaan EMA sedangkan tekanan mimetik hanya
berdampak secara signifikan pada pengungkapan lingkungan. Dari
hasil penelitian tersebut maka aspek baru yang mempengaruhi
environmental disclosure telah ditemukan dan harus mendapatkan
perhatian perusahaan yaitu tekanan institusi berupa tekanan koersif,

tekanan normatif, dan tekanan mimetik.
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BAB VIII
SHAREHOLDERS VALUE

8.1 Teori Shareholder Value

Shareholder value merujuk pada nilai yang diberikan oleh
perusahaan kepada para pemegang saham. Nilai ini menjadi
pengembalian atas saham yang ditanamkan dalam perusahaan yang
dapat berupa kenaikan harga saham dan pembagian deviden
perusahaan. Teori shareholders value merujuk pada sebuah teori di
mana perusahaan diharapkan dapat memaksimalkan nilai pemegang
saham melalui aktivitas bisnisnya. Menurut Ward, (2020) penyebab
awal perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan shareholders
value disebabkan oleh beberapa hal yaitu perubahan struktur bisnis,
lingkungan ekonomi, dan finansialisasi pasar.

Pertama, struktur bisnis dan lingkungan ekonomi memegang
peran yang krusial dalam pengembangan teori. Pada abad 18 muncul
kebutuhan besar atas investasi modal untuk menjalankan operasional
perusahaan di mana kebutuhan ini telah mengubah pandangan
tradisional yang menyebabkan perubahan kepemilikan perusahaan,
yang awalnya kepemilikan berbasis keluarga menjadi perusahaan milik
publik karena ada keterlibatan para investor.

Struktur bisnis ini telah berbanding lurus dengan perubahan
lingkungan bisnis di mana manajerial perusahaan diarahkan untuk
mengintegrasikan perusahaan, teknologi, dan perencanaan. Namun
ketika fokus utama perusahaan berubah untuk memaksimalkan nilai
pemegang saham, justru terjadi masalah di bagian internal perusahaan.

Masalah ini terjadi karena kinerja manajerial yang buruk akibat
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manajer dan direksi mengambil keputusan yang lebih menguntungkan
kepentingan pribadi mereka.

Kedua, pengaruh finansialisasi dari pasar. Lembaga keuangan
menjadi investor utama dalam kepemilikan saham di berbagai
perusahaan selama tahun 1980. Mereka menuntut pengembalian tinggi
dan menyebabkan tumbuhnya tekanan dari investor lain pada direktur
untuk memaksimalkan kekayaan atas investasi yang ditanam.
Akibatnya, direktur mengesampingkan keperluan manajerial dan
melakukan apapun untuk memenuhi ekspektasi pasar. Perbaikan
teknologi dilakukan untuk memudahkan pengaksesan informasi
perusahaan dan memungkinkan peningkatan pada minat investor.
Namun sayangnya, tindakan ini dianggap hanya melaporkan
keuntungan jangka pendek saja dan bertentangan pada keberlanjutan
jangka panjang perusahaan.

Pada akhirnya, kondisi-kondisi di atas menyadarkan berbagai
pihak bahwa perusahaan seharusnya menyelaraskan kedua kepentingan
tersebut yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham dan
meningkatkan insentif dan kesejahteraan para pemangku kepentingan
perusahaan supaya termotivasi untuk membantu memaksimalkan

shareholders value.

8.2 Urgensi Stakeholders dan Shareholders

Dalam sebuah perusahaan terdapat pihak yang memegang
peranan penting yaitu shareholders dan stakeholders. Shareholders
sebagai pemegang saham merujuk pada individu perorangan,
organisasi, atau perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham

dalam bentuk ekuitas pada sebuah perusahaan atau organisasi publik
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tertentu. Sedangkan stakeholders sebagai pemangku kepentingan
merupakan semua individu yang memiliki kepentingan dan peran pada
aktivitas dan pengambilan keputusan bisnis sebuah perusahaan,
misalnya karyawan, konsumen, supplier, dan pihak-pihak lainnya.

Dulu dalam pandangan tradisional, manajer bisnis akan
mengambil keputusan yang hanya meningkatkan kekayaan pihak
manajerial perusahaan yaitu stakeholders. Dan dalam pandangan
shareholders melihat bahwa tujuan utama manajemen adalah untuk
memaksimalkan nilai pemegang saham di mana tujuan ini berada di
depan kepentingan pemangku kepentingan perusahaan lainnya, seperti
karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat.

Namun seiring berjalannya waktu, dalam teori stakeholders dan
teori shareholders yang disesuaikan menemukan bahwa perusahaan
harus memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholders) dengan
tetap menjaga kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini
didasarkan pada sebuah situasi di mana perusahaan dan pemegang
saham terkadang memiliki tujuan lain yang bukan hanya didasarkan
pada kinerja keuangan saja misalnya kebutuhan inovasi ide,
kewirausahaan, membangun masyarakat atau investasi etis untuk sosial
dan lingkungan. Lalu dalam menunjang keberlangsungan, pemangku
kepentingan memerlukan pemegang saham dalam pengambilan
keputusan bisnisnya. Stakeholders dalam orientasi long-term menjadi
tokoh yang menjalankan kegiatan manajemen perusahaan sedangkan
shareholders dalam orientasi short-term menjadi investor yang
membantu permodalan yang digunakan dalam kegiatan manajemen
tersebut. Ini berarti, keduanya tidak dapat berjalan secara parsial dan

dalam menentukan strategi manajemen dan keberlangsungan,
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memaksimalkan nilai keduanya menjadi sebuah keharusan (Chaudhry
et al., 2021; Freeman & McVea, 2005; Ward, 2020).

8.3 Peran Environmental Disclosure pada Shareholders Value

Dalam perubahan iklim yang ekstrem, kendala sumber daya alam,
dan tekanan sosial-lingkungan lainnya, semakin mendorong
keberlanjutan ke garis terdepan dalam pengambilan keputusan dan
komunikasi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk
tidak hanya fokus mencari keuntungan yang besar tetapi juga
memperhatikan lingkungan sekitar. Oleh karenanya pengungkapan
lingkungan mengambil peran sebagai penyedia informasi kepada pihak
eksternal tentang kebijakan, aktivitas, dan Kkinerja lingkungan
perusahaan termasuk menjadi sumber wawasan yang penting dalam
efisiensi dan efektivitas strategi keberlanjutan perusahaan.

Teori perusahaan yang dikenal saat ini menjelaskan bahwa setiap
badan usaha didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai
perusahaan guna meningkatkan kemakmuran para shareholder
(Hardiyansah et al., 2021). Lalu berkaitan dengan aspek lingkungan,
kehadiran environmental disclosure mencakup masalah lingkungan dan
pengaruhnya pada posisi dan kinerja bisnis di masa depan termasuk
tentang ketidakpastian dan risiko, item material pengeluaran dan
pendapatan, serta kebijakan lingkungan (Gerged et al., 2021). Hal- hal
tersebut tentu saja akan menarik bagi investor yang bukan hanya
memiliki orientasi pada tingkat pengembalian namun juga niat untuk
peduli pada lingkungan.

Pengungkapan lingkungan dengan kualitas tinggi memainkan

peran simbolis sebagai bentuk transparansi perusahaan yang mengarah
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pada peningkatan reputasi perusahaan. Cara investor memandang
inisiatif lingkungan perusahaan merupakan faktor penting dalam
menentukan penilaian mereka melalui reaksi mereka di pasar saham.
Jika mereka berharap bahwa perusahaan dapat menciptakan nilai
dengan menjadi pelaku lingkungan yang baik, mereka menanggapinya
dengan menawar harga saham perusahaan tersebut. Dengan kata lain
investor yang sadar akan lingkungan mendorong ekspektasi mereka
pada peningkatan kinerja keuangan dan “intangible value” pada
peningkatan kinerja lingkungan perusahaan (Yadav et al., 2016).
Perusahaan mengharapkan investor untuk bereaksi secara positif atas
niat baik perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sehingga
meningkatkan minat investor untuk menginvestasikan dananya di
perusahaan (Khanifah et al., 2020).

Berdasarkan diskusi di atas maka dapat disimpulkan bahwa
kehadiran kinerja dan pengungkapan lingkungan meningkatkan nilai
pemegang saham bukan hanya pada orientasi pengembalian namun

juga pada nilai tambah dari dampak terhadap lingkungan.

8.4 Pendekatan Research: Shareholders Value

Pendekatan penelitian telah diadakan untuk menguraikan
shareholders value dan telah dipublikasikan dalam Ifada et al. (2021).
Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling dengan
berbagai kriteria, di antaranya merupakan perusahaan manufaktur yang
mengikuti PROPER, menerbitkan laporan  keuangan, dan
mempublikasikan pengungkapan lingkungannya dalam sustainability
reporting. Data diambil di Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia

(BEI) dengan klasifikasi perusahaan manufaktur yang terdaftar pada
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tahun 2017-2019. Berdasarkan metode sampling sebelumnya maka
didapatkan sejumlah 81 perusahaan untuk penelitian. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara pengumuman Kinerja
lingkungan, environmental disclosure, dan shareholders value. Lalu,
dari kajian literatur didapatkan model awal penelitian seperti pada tabel
berikut.

Tabel 14. Model awal penelitian Shareholders Value

Variabel . . Variabel
Variabel Intervening
Independent Dependent

Environmental

Pengumuman Disclosure \ Shareholders
Kinerja »| Value

Lingkungan

Penelitian ini melibatkan tiga faktor penting yaitu pengumuman
kinerja lingkungan sebagai variabel independen, environmental
disclosure sebagai variabel intervening, dan shareholders value sebagai
variabel dependen. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tiga kondisi
yaitu hubungan pengumuman kinerja lingkungan pada environmental
disclosure; hubungan pengumuman kinerja lingkungan pada
shareholders value; dan hubungan environmental disclosure pada

shareholders value.

83



Tabel 15. Model awal penelitian Shareholders Value

Variabel . . Variabel
Variabel Intervening
Independent Dependent
Pengumuman Environmental Shareholders

Kinerja P! Disclosure > Value

Lingkungan

Setelah pengujian telah didapatkan model akhir penelitian seperti
pada tabel di atas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Dalam hubungan pengumuman kinerja lingkungan dan
environmental disclosure, telah ditemukan hubungan positif. Artinya
ketika perusahaan mengumumkan kinerja lingkungan yang telah
dilakukan dengan lebih luas dan lebih kredibel maka akan
meningkatkan  pengungkapan lingkungan yang dimiliki oleh
perusahaan. Dengan kata lain, legitimasi akan dapat diraih karena
kepercayaan publik meningkat. Hal tersebut akan mendukung
keberlangsungan operasi perusahaan.

Dalam hubungan pengumuman kinerja lingkungan dan
shareholders value, ditemukan hubungan yang tidak signifikan.
Hubungan tidak signifikan tersebut dapat disebabkan dari sudut
pandang shareholders, perusahaan dengan pengumuman Kinerja
lingkungan tinggi belum tentu menjamin kemampuannya dalam
menghasilkan keuntungan bagi para pemegang kepentingan. Hal ini
karena dalam mengumumkan Kinerja lingkungan, perusahaan akan

mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan biaya.
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Dalam hubungan environmental disclosure dan shareholders
value, ditemukan hubungan positif dan menjadi variabel yang
memediasi hubungan pengumuman Kkinerja lingkungan dengan
shareholders value. Pengungkapan informasi tentang kepedulian
perusahaan terhadap lingkungan dilakukan karena secara tidak
langsung hal ini akan menjadi pertimbangan bagi investor dan kreditur
terhadap kredibilitas perusahaan. pengungkapan ini menciptakan value
tambahan bagi perusahaan di mata publik sehingga menunjang
kesejahteraan shareholder. Selain itu, keberadaan pengungkapan
dengan metode tertentu seperti  EMA menyebabkan efisiensi
perusahaan dalam menyeimbangkan pengeluaran biaya lingkungan dan
kemampuan memperoleh profit. Kesimpulannya, tindakan perusahaan
dalam mengumumkan kinerja lingkungannya menjadi langkah awal
pengungkapan. Kemudian pengungkapan yang efektif mendorong
terciptanya shareholders value.

8.5 Penutup

Teori shareholder merujuk pada teori yang mengharapkan
perusahaan untuk mengutamakan kepentingan para pemegang saham.
Namun demikian, perusahaan tetap dihadapkan pada kondisi untuk
menyeimbangkan kepentingan shareholders dan stakeholders di mana
shareholders sebagai pihak investor yang memodali jalannya bisnis
perusahaan dan stakeholders sebagai pemangku kepentingan dalam
manajerial bisnis. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan nilai yang
diberikan kepada shareholders melalui pengembalian deviden dan
kenaikan harga pasar serta kenaikan insentif dan kesejahteraan bagi

para stakeholders.
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Keberlanjutan perusahaan saat ini dinilai melalui kinerja
keuangan, sosial, dan lingkungan yang dimiliki. Dalam konteks
lingkungan, environmental disclosure mengambil peran penting
sebagai bentuk transparansi dan meningkatkan reputasi perusahaan di
depan para pemegang saham. Bab ini telah mengkonfirmasi hubungan
antara pengumuman kinerja lingkungan, environmental disclosure, dan
shareholders value. Dari hasil penelitian didapatkan penunjang
environmental disclosure yaitu pengumuman kinerja lingkungan
kemudian dampak dari environmental disclosure yaitu shareholders

value.
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GLOSARIUM

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang
tidak  memiliki  hubungan  keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
anggota direksi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas
mengawasi dan memberikan saran kepada pengelola tentang
implementasi prinsip-prinsip dalam aktivitas operasional
lembaga sekaligus menjadi wakil dari Dewan Syariah
Nasional (DSN-MUI) pada industri keuangan syariah di
Indonesia.

Entrenchment effect artinya suatu efek di mana seorang pemegang
saham menggunakan hak kontrolnya untuk tujuan pribadi.

Environmental Cost Disclosure (ECD) merupakan analisis informasi
keuangan dan non-keuangan untuk mendukung proses
pengelolaan lingkungan internal.

Environmental Disclosure adalah pengungkapan informasi keuangan
dan non-keuangan dalam laporan tahunan perusahaan yang
menjelaskan mengenai interaksi antara aktivitas bisnis
perusahaan dengan lingkungan fisik dan sosialnya termasuk
tanggung jawab pada dampak bisnis yang ditimbulkan.

Environmental Management Accounting (EMA) atau akuntansi
manajemen lingkungan merupakan isuu yang mendorong
kebutuhan para manajer tentang bagaimana memperoleh
informasi  lingkungan dan menyebabkan pengembangan

instrumen keputusan baru.
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Institutional atau kelembagaan merupakan sebuah proses di mana
organisasi atau aktor individu memperoleh dan memelihara
seperangkat makna, keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang
jika digabungkan, cenderung mengarah pada keragaman
perilaku.

Institutional pressure adalah kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan
yang harus dicapai suatu lembaga/perusahaan saat menghadapi
tekanan institutional yang datang.

Kinerja keuangan berkaitan dengan penilaian kuantitatif terkait
omset, pertumbuhan penjualan, dan pendapatan dari periode
tertentu pada suatu perusahaan.

Kinerja lingkungan termasuk dalam menjaga lingkungan alam sekitar
di mana perusahaan tersebut beroperasi sehingga kelestarian
lingkungan dapat memberikan manfaat untuk generasi
mendatang.

Kinerja non-keuangan berhubungan dengan kualitas yang dihasilkan
seperti tingkat kepuasan pelanggan atau kinerja karyawan pada
suatu perusahaan.

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia
dan berhubungan timbal balik.

Shareholder atau pemegang saham adalah pihak yang memiliki saham
pada suatu perusahaan.

Stakeholder yaitu orang atau kelompok yang memiliki dan menuntut
kepemilikan, hak atau kepentingan dari sebuah perusahaan dan

aktivitasnya, di masa lalu, sekarang atau di masa depan.
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Tata kelola adalah seperangkat sistem, proses, aturan, dan kebijakan
yang mengatur pengelolaan dan hubungan antar pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pencapaian tujuan
perusahaan.

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi
akibat karena adanya variabel independen.

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau
menjadi sebab perubahan/timbulnya variabel dependen.

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis
mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan
dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak
dapat diamati dan diukur.

Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau
memperlemah hubungan langsung antara variabel independen

dengan variabel dependen.
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